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Maret 2010

1-2

1. Tujuan studi

1) Membantu BAPPENAS dalam perumusan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional mendatang (2010-
2014), yang mana pekerjaan-pekerjaan terutama akan 
ditangani oleh BAPPENAS.
2) Mempelajari dan mengusulkan tindakan-tindakan yang 
efektif untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur 
lebih lanjut
3) Dari sudut pandang realisasi tindakan-tindakan diatas, Tim 
Studi akan mempelajari dan merekomendasikan daftar proyek 
kandidat untuk dimasukkan kedalam Buku Biru mendatang 
(2010-2014).
4) Selama proses tugas diatas, studi akan memperjelas 
dampak utang independen atas system keuangan pemerintah 
dalam jangka menengah sampai jangka panjang.
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2. Target, Wilayah, dan Badan Pelaksana

Wilayah 
Seluruh Indonesia 
Kebijakan dan proyek aktual pembangunan infrastruktur 
ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (2010-2014) untuk dipersiapkan 
secara bersama oleh BAPPENAS dan para menteri yang 
memimpin infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Transportasi, Menteri Energi dan
Mineral, Menteri Perumahan Rakyat, para pemerintah daerah, 
perusahaan milik negara seperti PT. PLN dan lain-lain. 

Sektor-sektor target dari infrastruktur ekonomi
(1) Transportasi, (2) Listrik, (3) Air dan saluran pembuangan 

kotoran, (4) Irigasi dan pengendalian banjir

Badan Pelaksana 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

1-4

3. Jadwal waktu perumusan RPJM 
(2010-2014)

Periode Kegiatan

Sejak Desember 2008 1) Tinjauan RPJM Sekarang (2004-2009)
2) Persiapan skema untuk pekerjaan perumusan RPJM baru (2010-2014)

Jan. 2009 3) Perumusan kerangka & pembiayaan Makro-ekonomi

Feb. sampai Mei 2009 4)Persiapan draft konsep rencana pembangunan jangka menengah 
(Renstra) oleh Menteri Keuangan dan Para Menteri terkait lainnya

Pertengahan Feb. 
2009

5) Memulai rapat kelompok kerja mengenai perumusan RPJM (2010-2014) 
(persiapan draft konsep di BAPPENAS)

Pertengahan Apr. 
2009

6) Pembahasan mengenai konsep Draft Awal RPJM antara BAPPENAS dan 
Para Menteri terkait

Awal Jun. 2009 7) Penyelesaian draft konsep pertama dari draft awal RPJM (2010-2014)

Jun. Sampai Sep. 
2009

8) Menampung opini masyarakat dan pemerintah daerah mengenai draft 
konsep pertama dari draft awal RPJM (2010-2014)

Awal Okt. 2009 9) Penyelesaian draft konsep kedua dari draft awal RPJM (2010-2014)

Awal Nov. 2009 10) Penyelesaian draft RPJM (2010-2014)

Pertengahan Nov. 
2009

11) Rapat kabinet mengenai RPJM (2010-2014)

Pertengahan Jan. 
2010

12) Finalisasi draft akhir RPJM (2010-2014)

(Maret 2009)
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4. Rencana kerja pada Masing-masing tahap(1/4)

Tahap Item-item pekerjaan utama Periode

(1) Kerja Persiapan 
di Jepang

[1] Pengumpulan Dan Pemeriksaan Dokumen Dan Informasi Yang Ada
[2] Mengkaji Kebijakan Dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Di 
Indonesia
[3] Mengkaji Status Sekarang atas Bantuan dan Kebijakan Donor dalam 
Pembangunan Infrastruktur
[4] Pengumpulan dan Pemeriksaan Hasil-Hasil Kajian RPJM 2005-2009 
[5] Persiapan Laporan Pendahuluan 

Pertengahan 
sampai akhir 

Maret 2009 0,3 
bulan 

(2) Pekerjaan 
Pertama di 
Indonesia

[1] Penjelasan Dan Pembahasan Mengenai IC/R
[2] Penegasan Kemajuan Usaha Perumusan RPJM Baru 2010-2014
[3] Persiapan draft strategi untuk pembangunan Infrastruktur di Masing-
masing sektor 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan
[4] Identifikasi Isu-Isu untuk Diprioritaskan di Masing-masing Sektor 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan
[5] Identifikasi Isu-Isu Lintas Sektoral dalam Pembangunan Infrastruktur 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan
[6] Meminta dokumen dan informasi tambahan kepada BAPPENAS
[7] Melaporkan kepada Kantor JICA di Indonesia 

Akhir Maret 
sampai 
pertengahan 
April 2009
0,8 bulan 

[3] Pekerjaan 
Rumah Pertama di 
Jepang 

[1] Melaporkan kepada Kantor Pusat JICA
[2] Analisa Hasil-Hasil Pekerjaan Pertama di Indonesia dan Mengumpulkan 
Dokumen dan Informasi, perencanaan ulang Pendekatan Pekerjaan Kedua di 
Indonesia 
[3] Persiapan untuk pekerjaan kedua di Indonesia 

Akhir April 2009
0,3 bulan 
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Tahap Item-item pekerjaan utama Periode

[4] Pekerjaan 
Kedua di Indonesia

[1] Mengkaji Draft Strategi untuk Pembangunan Infrastruktur, Isu-Isu yang 
Diprioritaskan di Masing-masing Sektor dan Isu-Isu Lintas Sektoral dalam 
Pembangunan Infrastruktur 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan
[2] Mengembangkan rencana dan indikator tindakan untuk memonitor
kemajuan pembangunan
[3] Mempelajari dan mengusulkan tindakan-tindakan untuk mempercepat 
pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan sifat pendanaan 
untuk pembangunan
[4] Membandingkan, menyusun dan mengevaluasi penggunaan sketsa ODA 
dan PPP untuk promosi pembangunan infrastruktur
[5] Memprakirakan kerangka makro ekonomi di Indonesia (indikasi skenario 
ganda)
[6] Analisa mengenai dampak utang luar negeri pemerintah untuk Masing-
masing kerangka makro ekonomi
[7] Draft rekomendasi atas draft konsep pertama rencana pembangunan 
jangka menengah nasional selanjutnya (RPJM 2010-2014) 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan
[8] Penegasan, analisa dan pembahasan mengenai draft konsep pertama 
(apabila draft konsep pertama siap)
[9] Melaporkan kepada Kantor JICA di Indonesia 

Awal sampai 
akhir Mei 2009
1,0 bulan 

4. Rencana kerja pada Masing-masing tahap(2/4)



1-7

Tahap Item-item pekerjaan utama Periode

(5) Pekerjaan 
Rumah Kedua di 
Jepang

[1] Melaporkan kepada Kantor Pusat JICA Hasil Pekerjaan Kedua di Indonesia 
[2] Persiapan laporan interim 

Penyerahan kepada JICA untuk pembahasan dan persetujuan

Pertengahan 
Juni 2009
0,5 bulan 

(6) Pekerjaan 
Ketiga di Indonesia

[1] Penjelasan dan Pembahasan Laporan Interim
[2] monitoring prosedur penampungan opini masyarakat dan pemerintah 

daerah mengenai draft konsep pertama
[3] Pengumpulan dan analisis rencana pembangunan infrastruktur yang 

disampaikan oleh kementrian dan badan terkait yang lain
[4] Integrasi Lintas-Sektoral Rencana Pembangunan Infrastruktur
[5] Integrasi Lintas-Sektoral proyek yang diajukan untuk buku-biru dan PPP
[6] Persiapan Daftar Proyek yang Diajukan dalam Buku-Biru berdasarkan 

Analisa Skenario Ganda dalam Ukuran Investasi yang Tepat 
Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan

[7] Persiapan daftar draft dari proyek yang diajukan di bawah PPP 
Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan

[8] Melaporkan kepada Kantor JICA di Indonesia 

Awal Juli sampai 
akhir Juli 2009
1,0 bulan

(7) Pekerjaan 
Rumah Ketiga di 
Jepang

[1] Melaporkan kepada Kantor Pusat JICA hasil pekerjaan ketiga di Indonesia 
[2] Persiapan Draft Laporan Akhir 

Penyerahan kepada JICA untuk pembahasan dan persetujuan

Awal sampai 
akhir Agustus 
2009
0,5 bulan 

4. Rencana kerja pada Masing-masing tahap(3/4)
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Tahap Item-item pekerjaan utama Periode

(8) Pekerjaan 
keempat di 
Indonesia

[1] Penjelasan dan Pembahasan mengenai Draft Laporan Akhir
[2] Persiapan Rekomendasi Draft Konsep RPJM 2010-2014)
[3] Finalisasi Daftar Proyek yang Diusulkan dalam Buku-biru 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan
[4] finalisasi daftar proyek yang diusulkan dalam buku-biru untuk 
dilaksanakan menurut PPP 

Presentasi kepada GOI segi untuk pembahasan

Awal September 
2009
0,3 bulan 

(9) Pekerjaan 
Rumah Keempat di 
Jepang

[1] Melaporkan kepada Kantor Pusat JICA hasil pekerjaan keempat di 
Indonesia
[2] persiapan laporan akhir

Akhir September 
2009
0,4 bulan 

4. Rencana kerja pada Masing-masing tahap(4/4)
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5. Rencana Kerja

March April May June July August September October
2009

Pekerjaan
Persiapan

Pekerjan
Pertama di
Indonesia

Pekerja
an

Rumah
Pertam

a

Pekerjaan Kedua di
Indonesia

Pekerjaan Ketiga di
Indonesia

Pekrjaan
Keempat

di
Indonesia

Pekerjaan
Rumah Kedua

Pekerjaan
Rumah
Ketiga

Pekerja
an

Rumah
Keempa

t

Inception Report (Eng)

Inception Report (Ind)

Interim Report
(Eng)

Draft Final Report (Eng)
Final Report

(Eng)

Final Report
(Ind)
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6. Item pekerjaan (1/3)

March April May June July August September
2009

Pekerjaan

Persiapan

Pekerjan
Pertama di
Indonesia

Pekerj
aan

Rumah

Perta

Pekerjaan Kedua di
Indonesia

Pekerjaan Ketiga di
Indonesia

Pekrjaan
Keempat

di

Indonesia

Pekerjaan

Rumah Kedua

Pekerjaan

Rumah
Ketiga

Pekerja
an

Rumah

Keempa

Item pekerjaan yang relevan tahap studi adalah sebagai
berikut:

Pekerjaan Persiapan, Pertama di Lapangan, Pertama di Rumah

[1] Laporan kepada Kantor Pusat JICA

[2] Analisa hasil Pekerjaan Pertama di
Indonesia dan Dokumen dan Informasi yang 
terkumpul, perencanaan kembali Pendekatan
Pekerjaan kedua di Indonesia.

[3] Persiapan untuk pekerjaan kedua di
Indonesia

(3) Pekerjaan Rumah
Pertama

1] Penjelasan dan pembahasan mengenai Laporan
Pendahuluan

[2] Peninjauan atas kemajuan kerja dari Perumusan RPJM 
2010-2014 yang baru

[3] Persiapan Draft strategi Pembangunan Infrastruktur di
setiap sektor - Presentasi kepada pihak Pemerintah
Indonesia sebagai bahan diskusi

[4] Pengenalan Isu-isu agar diprioritaskan pada tiap sektor

- Presentasi kepada pihak Pemerintah Indonesia sebagai
bahan diskusi

[6] Meminta Dokumen dan Informasi Tambahan

(2) Pekerjaan Pertama di Indonesia

[5] Pengenalan Isu-isu lintas-sektor dalam Pembangunan
Infrastruktur

・ Presentasi kepada pihak Pemerintah Indonesia sebagai
bahan diskusi

[7] Laporan kepada Kantor JICA Indonesia

[1] Pengumpulan dan pemeriksaan
dokumen dan informasi yang ada

[2] Peninjauan kebijakan dan
rencana pembangunan infrastruktur
di Indonesia

[3] Peninjauan mengenai status 
saat ini dari bantuan donor dan
kebijakan dalam pembangunan
infrastruktur

[4] Pengumpulan dan Pemeriksaan
Hasil-hasil Kajian RPJM 2004-2009

[5] Persiapan untuk laporan
pendahuluan

(1) Pekerjaan Persiapan
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6. Item pekerjaan (2/3)

Item pekerjaan yang relevan tahap studi adalah sebagai
berikut:

Kedua di Lapangan, Kedua di Rumah, Ketiga di Lapangan

[1] Mengkaji Draft Strategi untuk Pembangunan Infrastuktur, Isu-isu yang 
diprioritaskan di Masing-masing Sektor dan Isu-isu lintas Sektoral dalam
Pembangunan Infrastruktur

・ Presentasi kepada pihak Pemerintah Indonesia sebagai bahan
diskusi

[2] Mengembangkan rencana dan indikator tindakan untuk pengawasan
kemajuan pembangunan. 

[3] Menilai dam mengusulkan tindakan-tindakan untuk mempercepat
pembangunan infrastuktur dengan mempertimbangkan sifat pendanaan
untuk pembangunan.

[4] Membandingkan, menyusun dan mengevaluasi penggunaan skema
ODA dan PPP untuk meningkatkan pembangunan Infrastuktur

[6] Analisa mengenai dampak hutang luar negeri pemerintah untuk
Masing-masing kerangka Makro-ekonomi.

(4) Pekerjaan Kedua di Indonesia

[5]Memperkirakan kerangka makro-ekonomi di Indonesia (Indikasi
skenario ganda)

[7] Draft Rekomendasi atas konsep draft pertama rencana pembangunan
jangka menengah selanjutnya (RPJM 2010-2014) 

・ Presentasi kepada pihak Pemerintah Indonesia sebagai bahan
diskusi

[8] Penegasan, analisa dan pembahasan mengenai draft konsep
pertama (apabila draft konsep pertama telah siap)

[9] Laporan kepada Kantor JICA Indonesia

[1] Melaporkan ke Kantor Pusat
JICA hasil dari Pekerjaan Kedua
di Indonesia

[2] Persiapan Laporan Interim

・ Penyerahan kepada JICA 
untuk pembahasan dan
persetujuan

(5) Pekerjaan Rumah Kedua
[1] Penjelasan dan Pembahasan Laporan Interim

[2] Pengawasan Prosedur Pengumpulan Opini Pemerintah
Daerah dan Masyarakat dalam Konsep Draft Pertama

[3]Pengumupulan dan Analisa Rencana Pembangunan
Infrastruktur yang disampaikan oleh Kementrian dan Badan
terkait lainnya.

[4] Integrasi Lintas-Sektor Rencana Pembangunan Infrastruktur
Plan

[6] Persiapan Daftar Proyek yang Diajukan dalam Buku Biru
berdasarkan Analisa Skenario Ganda dalam Ukuran Investasi
yang Tepat

・ Presentasi kepada pihak Pemerintah Indonesia sebagai
bahan diskusi

(6) Pekerjaan Ketiga di Indonesia

[5] Integrasi Lintas-Sektor Proyek yang Diajukan untuk Buku Biru
dan PPP 

[7] Persiapan daftar draft dari Proyek yang Diajukan menurut
PPP・ Presentasi kepada pihak Pemerintah Indonesia 
sebagai bahan diskusi

[8] Laporan kepada Kantor JICA Indonesia

March April May June July August September
2009

Pekerjaan

Persiapan

Pekerjan
Pertama di
Indonesia

Pekerj
aan

Rumah

Perta

Pekerjaan Kedua di
Indonesia

Pekerjaan Ketiga di
Indonesia

Pekrjaan
Keempat

di

Indonesia

Pekerjaan

Rumah Kedua

Pekerjaan

Rumah
Ketiga

Pekerja
an

Rumah

Keempa
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6. Item pekerjaan (3/3)

Item pekerjaan yang relevan tahap studi adalah sebagai
berikut:

Ketiga di Rumah, Keempat di Lapangan、Keempat di Rumah

[1Melaporkan ke Kantor Pusat JICA hasil
dari Pekerjaan Ketiga di Indonesia

[2] Persiapan Draft Laporan Akhir・
Penyerahan kepada JICA untuk
pembahasan dan persetujuan

(7) Pekerjaan Rumah
Ketiga

[1] Penjelasan dan Pembahasan mengenai Draft 
Laporan Akhir

[2] Persiapan Rekomendasi Konsep Draft Pertama

[3] Finalisasi Daftar Proyek yang Diusulkan dalam
Buku Biru

・ Presentasi kepada pihak Pemerintah
Indonesia sebagai bahan diskusi

[4] Finalisasi Daftar Proyek yang Diusulkan yang 
akan Dilaksanakan menurut PPP

・ Presentasi kepada pihak Pemerintah
Indonesia sebagai bahan diskusi

(8) Pekerjaan keempat di Indonesia

[1] Melaporkan ke Kantor Pusat JICA hasil dari
Pekerjaan Keempat di Indonesia

[2] Persiapan Laporan Akhir

(9) Pekerjaan Rumah Keempat

March April May June July August September
2009

Pekerjaan

Persiapan

Pekerjan
Pertama di
Indonesia

Pekerj
aan

Rumah

Perta

Pekerjaan Kedua di
Indonesia

Pekerjaan Ketiga di
Indonesia

Pekrjaan
Keempat

di

Indonesia

Pekerjaan

Rumah Kedua

Pekerjaan

Rumah
Ketiga

Pekerja
an

Rumah

Keempa
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7. Laporan

Laporan Perangkat yang Diperlukan Isi

Bahasa
Inggris

Bahasa
Indonesia

Bahasa Jepang

1) Laporan Pendahuluan 20 17 - Pendekatan dasar, 
metodologi, rencana
operasional, staf tim studi

2) Laporan Interim 20 - - Hasil pekerjaan pertama dan
kedua di Indonesia dan
pekerjaan rumah yang 
mencakup seluruh TOR yang 
ditetapkan dalam kontrak

3) Draft Laporan Akhir 20 - - Hasil pekerjaan ketiga di
Indonesia dan pekerjaan
rumah di Jepang yang 
mencakup seluruh TOR yang 
ditetapkan dalam kontrak

4) laporan Akhir (ringkasan) 25 22 5 Ringkasan Laporan Akhir

5) Laporan Akhir
(Laporan Utama)

25 22 - Merevisi Draft Laporan Akhir
berdasarkan pada uraian
mengenai DF/R serta hasil
pekerjaan keempat di
Indonesia dan pekerjaan
rumah ketiga di Jepang

6) Laporan Akhir
(File Elektrik)

2 2 - Data elektrik dari Laporan
Akhir (CD-ROM)
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Studi Untuk
Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah

Laporan Akhir

Ringkasan

Bab 2
Strategi Perkembangan Infrastruktur

untuk Lima Tahun Kedepan

Maret 2010 

Republik Indonesia
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1. Kenaikan RPJM Diperkirakan Mencapai 7% pada 2014 –
dengan difokuskan pada pendukung sektor riil dan PPP

Pertumbuhan GDP baru-baru ini tidak terlalu bagus sekitar 5-
6%.
Mempercepat ekonomi dengan kenaikan 1-2% tidak bisa
tercapai bila bekerja pada skenario bisnis/upaya yang sama.
Partisipasi PPP dalam infrastruktur kurang optimal.
Bagaimana mengubah sektor infrastruktur untuk dapat
mendukung pertumbuhan sekitar 7%?

Cara untuk memperluas pertumbuhan ekonomi
(a)kenaikan pada permintaan akhir
(b)kenaikan pada asset fisik
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2. Sektor Infrastruktur Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan pada permintaan akhir

Percepatan aktivitas pada sektor riil :  Layanan infrastruktur
ditujukan untuk meningkatkan tuntutan untuk barang dan
layanan dari industri dan rumahtangga

Mengidentifikasi area tuntutan dalam dan luar negeri, potensi
serta bisnis yang sudah ada dan kebutuhan orang

Kenaikan pada asset fisik

Memprioritaskan perluasan investasi infrastruktur

Mengidentifikasikan kebutuhan investasi dan backlogs untuk
memperbaiki persaingan dan kesinambungan, dan
mengumpulkan partisipasi swasta yang tepat

2-4

3. Intervensi Infrastruktur per Daerah

Jawa-Bali Sumatera Kalimantan Sulawesi Nusa
Tenggara

Maluku/
Papua

Pertumbuhan Akumuliasi kapital, peningkatan permintaan barang dan jasa, perbaikan iklim investasi
melalui penyediaan prasarana publik

Mendorong industri
manufaktur (tekstil dan
permesinan)

Mendorong industri pengolahan sumber daya (sumber
daya mineral, kelautan, makanan dan minuman, dll)

Ketenagakerja
an

industri
manufaktur
(tekstil dan
permesinan)

Manufaktur
dan
pertanian/ 
perkebunan

Industri pengolahan sumber daya (sumber daya
mineral, kelautan, makanan dan minuman, dll)
Industri pelayanan pertanian / perkebunan (wholesale, 
retail, pariwisata, pelayanan masyarakat)

Perbaikan akses terhadap institusi publik terutama di perkotaan

Distribusi dan
Pengentasan
Kemiskinan

Perbaikan terhadap penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, dll)

Peningkatan kesempatan kerja terutama di
daerah pedesaan

Peningkatan kesempatan kerja
Perbaikan terhadap penyediaan
infrastruktur dasar (terutama di daerah
pedesaan)

Dukungan kepada UMKM

Sumber: Studi Sosio Ekonomi untuk mendukung penyusunan New JICA’s Country Assisatance Strategy 
for Indonesia (telah dimodofokasi oleh tim studi)
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4. Performa Ekonomi dari Indonesia

Performa ekonomi rata-rata baik, tetapi “Tingkat
Pengangguran” masih tinggi.

2-6

5. Kunci Masalah 1. Tingkat Pengangguran
Yang Tinggi

“Tingkat Pengangguran” sangat tinggi dibandingkan dengan
negara lain.
“Tingkat Kredit” sudah diperbaiki tapi masih lebih rendah
dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Cina.  
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6. Kunci Masalah 2: Tingkat Kemiskinan Yang 
Tinggi

Kemiskinan adalah masalah penting lainnya untuk
ditangani.

2-8

7. Strategi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Ekonomi Indonesian digerakkan oleh konsumsi dalam
negeri, sehingga, menstimulasi tuntutan dalam negeri
sangat efektif untuk pertumbuhan jangka pendek.
Akan ada batasan dari tuntutan dalam negeri kecuali
kepercayaan diri konsumen dijaga dan pendapatan bersih
dapat dinaikkan.
Struktur ekonomi dibutuhkan untuk bergeser menuju
export- mengacu pada ekonomi jangka pendek.

Ekonomi
yang didorong

Konsumsi
domestik

Ekonomi
yang didorong

Investasi
dan Ekspor

Strategi Jangka Pendek Strategi Jangka Menengah

Keterbatasan Kebutuhan Domestik
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8. Kemacetan Pertumbuhan Berkelanjutan

Persaingan infrastruktur adalah di posisi yang rendah, 
yang menghalangi kelanjutan dari Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia

Indikator 2008 2009 Thailand Malaysia

Infrastruktur 96 84 41 27

Tingkat Elektrifikasi 82 96 41 39

Jaringan Telepon yang Tetap 100 79 84 72

Kualitas Jalan 105 94 35 24

Kualitas dari Infrastruktur Jalan rel 58 60 52 19

Kualitas dari Fasilitas Bandara 104 95 47 19

Source: * World Economic Forum, ranking out of 134 countries.  Ranking of 2009 for Thailand and Malaysia 
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9. Infrastruktur adalah Kunci dari
Pertumbuhan Berkelanjutan

Investasi Indonesia rata-rata (1990-2007) pada infrastruktur
(% to GDP) sangat rendah dibandingkan dengan negara lain.

Hubungan antara Capital Expenditure dan Pertumbuhan GDP
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Indonesia

Thailand

Vietnam

Malysia

Av. Ratio of
Government Capital
Expenditure to GDP

Av. GDP Growth
Rate

Indonesia 6.10% 5.10%
Malaysia 7.20% 7.30%
Thailand 5.00% 5.60%
Vietnam 7.50% 7.90%

Source: ADB “Key Indicators for Asia and the Pacific 2008”
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10. Strategi untuk Lima Tahun ke Depan

Strategi RPJM Berikutnya

Pengembangan Infrastruktur
Strategi

Area Terfokus

Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat Pengurangan Kemiskinan

Perkuatan Pembangunan
Kemacetan

Infrastruktur

Peningkatan
Infrastruktur di

Kota Penting

Dasar Kemiskinan
Layanan Infrastruktur

Di Area Tertindas

Peningkatan Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur

Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan dan Institusi
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Key Messages

Pertumbuhan Ekonomi 7% akan membutuhkan investasi
prasarana sebesar 6-7% dari PDB. Anggaran Investasi
Pemerintah untuk invesatis modal hanya sepertiga pada
angka 1-2% dari PDB.
Untuk mengisi kesenjangan investasi, Tim Studi 
merekomendasikan tiga langkah berikut :

Realistic expectation for PPP:  It takes time to realize active 
investment climate.
Rasionalisasi subsidi dan peningkatan koordinasi dengan 
pemerintah sub-nasional adalah fokus utama untuk 
meningkatkan investasi .

Merasionalisasi Pengeluaran, termasuk me-review
subsidi
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah sub-
nasional
Memperkuat Strategi Pembiayaan, termasuk PPP
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1. Anggaran Investasi Pemerintah terbatas

Rp.1400 Triliun diperlukan untuk infrastruktur dalam 
lima tahun (GOI perkiraan), tetapi pemerintah tidak 
memiliki anggaran yang cukup.
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Financing Gap (Rp.978
Trillion) 69%

Gov't Ability (Rp.451
Trillion) 31%

Rp.978 Tri l l ion

Rp.451 Tri l l ion

Investment Needs

Rp.1,429 Tri l l ion

Source: BAPPENAS(2009)
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2. Metode Pembiayaan Infrastruktur

Anggaran tahunan Rp.285 Triliun yang dibutuhkan, 
tetapi APBN hanya mengalokasikan Rp.90 Triliun.
Kesenjangan harus diisi melalui cara-cara lain, seperti 
investasi langsung asing (FDI), kemitraan swasta publik 
(PPP), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(CSR))

Anggaran investasi infrastruktur untuk tahun 2010 
adalah Rp.93.3 Triliun, lebih dari 4% turun dari Rp.97.6 
Triliun di 2009

Infrastructure Needs and Financing Methods 

Infrastructure Needs 

(per year (Av.) ) 

Infrastructure Financing by 

Government Budget 

(per year (Av.) ) 

Infrastructure Financing by 

other means 

(per year (Av.) ) 

Rp. 285.0 Trillion Rp. 90.2 Trillion Rp. 195.6 Trillion 

Source: BAPPENAS (2009) 
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3. Jumlah Investasi yang Diperlukan

Menghindari sebuah Krisis Infrastruktur di 
Indonesia

5% dari PDB untuk mempertahankan 
pertumbuhan 6%

Menghubungkan Asia Timur 6,2% dari PDB (65% untuk investasi 
baru dan 35% untuk pemeliharaan 
aset yang ada)

I. Chatterton et al.: Perkiraan Kebutuhan Investasi 
Infrastruktur di wilayah Asia Selatan, Bank Dunia

7% dari GDP untuk pertumbuhan 
PDB 7,5%

M. Fay et al.: Investasi di Infrastruktur, Bank 
Dunia

7% dari GOP (5% untuk aset-aset 
baru dan 2% untuk modal 
penggantian)

Berbagai penelitian memperdebatkan bahwa lebih banyak 
investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk Indonesia

Investasi infrastruktur tahunan sebesar 6-7% dari PDB 
(Rp.230 ~ 280 triliun) yang diperlukan untuk mencapai 
target pertumbuhan RPJM dengan kuat.  
Mungkin lebih, jika jaminan simpanan dari sepuluh tahun 
terakhir dipertimbangkan.
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4. Analisis Struktur Anggaran

Porsi terbesar dari APBN dialokasikan untuk subsidi dan 
transfer ke daerah. Kontrol Pemerintah Pusat hanya 
sepertiga dari anggaran nasional.
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5. Estimasi Anggaran oleh Pemerintah

Anggaran investasi infrastruktur sangat ditekan. 
Items 2010 2011 2012 2013 2014
GDP 5,723.8 6,067.2 6,431.3 6,817.1 7,226.2
Growth Rate of GDP(%) 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
A.State Revenue and Grants 952.8 1,057.4 1,223.6 1,426.8 1,668.6
 I. Domestic Revenue 951.2 1,055.3 1,221.6 1,425.0 1,666.9

10.9% 15.8% 16.7% 17.0%
  1.Tax Revenue 742.7 846.5 992.2 1,171.1 1,390.4
  2.Non-Tax Revenue 208.5 208.8 229.5 253.8 276.4
 II. Grants 1.5 2.0 2.0 1.8 1.7
B. State Expenditure 1,074.1 1,185.0 1,343.5 1,544.8 1,783.5
 I. Central Government Expenditur 751.7 820.3 916.4 1,042.0 1,191.9
  a. Line Ministries Expenditure 340.1 409.1 470.6 560.1 652.6
    Mandatory 139.9 149.4 165.9 184.6 205.4
     - Personal Expenditure 87.8 96.2 108.6 123.0 140.0
     - Goods&Services Expenditure 31.6 35.8 38.7 41.8 45.0
     - Plafond Use of PNBP & BLU 20.5 17.4 18.6 19.8 20.4
    Discretionary 200.2 259.7 304.7 375.6 447.2
     - Goods&Services Expenditure 50.4 52.1 56.4 61.4 66.9
     - Capital Expenditure 83.2 113.9 138.3 180.5 219.3
        Capital Expenditure Ratio
        (% to GDP)

1.5% 1.9% 2.2% 2.6% 3.0%

     - Social Assistance 66.6 93.7 110.0 133.6 161.0
  b. Non-Line Ministries Ependiture 411.5 411.1 445.8 481.9 539.3
   Subsidies 161.0 151.6 147.6 137.9 133.9
   Others 250.5 259.5 298.2 344.0 405.4
 II Transfer to Region 322.4 364.7 427.0 502.8 591.6
C. Primary Balance -3.9 1.7 25.3 41.2 61.3
D. Overall Balance (A-B) -121.3 -127.6 -119.8 -118.0 -114.9
E.. Financing 121.3 127.6 119.8 118.0 114.9
    Financing (% to GDP) 2.1% 2.1% 1.9% 1.7% 1.6%
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6. Hasil Simulasi (1)

Masalah Pertumbuhan Tinggi  (7,5% untuk 2010-14) masih 
tidak memadai untuk menghasilkan anggaran infrastruktur 
Rp.280 triliun, jika pola alokasi yang sama dipertahankan.

Items 2010 2011 2012 2013 2014
GDP 5,832.3 6,269.7 6,740.0 7,245.5 7,788.9
Growth Rate of GDP(%) 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
A.State Revenue and Grants 1,000.3 1,110.1 1,284.8 1,497.9 1,751.8
 I. Domestic Revenue 998.8 1,108.1 1,282.8 1,496.1 1,750.1
  1.Tax Revenue 779.8 888.8 1,041.8 1,229.7 1,459.9
  2.Non-Tax Revenue 218.9 219.2 241.0 266.5 290.2
 II. Grants 1.5 2.0 2.0 1.8 1.7
B. State Expenditure 1,111.1 1,222.9 1,399.4 1,613.9 1,868.7
 I. Central Government Expenditur 772.6 840.0 951.0 1,085.9 1,247.5
  a. Line Ministries Expenditure 361.1 428.9 505.2 604.0 708.2
    Mandatory 139.9 149.4 165.9 184.6 205.4
     - Personal Expenditure 87.8 96.2 108.6 123.0 140.0
     - Goods&Services Expenditure 31.6 35.8 38.7 41.8 45.0
     - Plafond Use of PNBP & BLU 20.5 17.4 18.6 19.8 20.4
    Discretionary 221.2 279.5 339.3 419.4 502.8
     - Goods&Services Expenditure 52.9 54.7 59.2 64.5 70.2
     - Capital Expenditure 98.3 126.4 164.6 214.7 263.5
        Capital Expenditure Ratio
        (% to GDP)

1.7% 2.0% 2.4% 3.0% 3.4%

     - Social Assistance 69.9 98.4 115.5 140.3 169.1
  b. Non-Line Ministries Ependiture 411.5 411.1 445.8 481.9 539.3
   Subsidies 161.0 151.6 147.6 137.9 133.9
   Others 250.5 259.5 298.2 344.0 405.4
 II Transfer to Region 338.5 382.9 448.4 527.9 621.2
C. Primary Balance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D. Overall Balance (A-B) -110.8 -112.9 -114.6 -115.9 -116.8
E..Financing 110.8 112.9 114.6 115.9 116.8
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7. Hasil Simulasi(2)

Bahkan dalam Kasus Pertumbuhan Tinggi (7,5%) 
Pemerintah tidak mampu membayar investasi 
infrastruktur dari Rp.1400 triliun anggaran.
Langkah-langkah untuk meningkatkan investasi 
infrastruktur perlu diambil untuk mencapai target 
pertumbuhan RPJM.

 Simulation Result-1 Difference of Capital Expenditure 

    Unit: Rp. Trillion 

Case 

 
Average. 

Growth Rate 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Base Case 6.0% 83.2 113.9 138.3 180.5 219.3 735.2  

High Growth Case 7.5% 98.3 126.4 164.6 214.7 263.5 867.5  

Low Growth Case 4.5% 72.4 95.3 123.4 161.9 197.2 650.2  

Source: Study Team 
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8. Bagaiman Cara Meningkatkan Investasi 
Infrastruktur ?

Tim Studi mengusulkan tiga langkah-langkah berikut 
untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur.

1) Merasionalisasi Pengeluaran, termasuk tinjauan 
terhadap subsidi

2) Meningkatkan koordinasi dengan sub-nasional
pemerintah

3) Memperkuat Strategi Pembiayaan, termasuk PPP
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9. Rekomendasi1: Merasionalisasikan 
Pengeluaran

Meningkatkan alokasi anggaran dan efisiensi
Tinjauan kritis terhadapsubsidi :

Subsidi energi mengisi bagian yang sangat besar dari 
anggaran pemerintah dan hal ini menyusut investasi 
infrastruktur (sekitar 5% dari PDB pada tahun 2008)

Review subsidi, termasuk listrik dan struktur tarif air, 
yang dibutuhkan untuk penduduk yang rentan secara
tepat.
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10. Jumlah Subsidi Pada Beberap Tahun 
Terakhir

Realization % to GDP Realization % to GDP Realization % to GDP Realization % to GDP

I. Energy Subsidies 104.4 3.8 94.6 2.8 116.9 3 222.6 4.8

1. Fuel Subsidies 95.6 3.4 64.2 1.9 83.8 2.1 146.6 3.1

2. Electricity Subsidies 8.9 0.3 30.4 0.9 33.1 0.8 76 1.6

II Non Energy Subsidies 16.3 0.6 12.8 0.4 33.3 0.8 59.1 1.3

1. Food Subsidies 6.4 0.2 5.3 0.2 6.6 0.2 12.0 0.3

2. Fertilizer Subsidies 2.5 0.1 3.2 0.1 6.3 0.2 15.2 0.3

3. Seed Subsidies 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0

4. PSO 0.9 0.0 1.8 0.1 1 0.0 1.7 0.0

5. Programmed Credut 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 3.2 0.1

6. Cooking Oil Subsidies - - - - 0.0 0.0 0.5 0.0

7. Soy Bean Subsidy - - - - - - 0.5 0.0

8. Tax Subsidy 6.2 0.2 1.9 0.1 17.1 0.4 25.0 0.5

9. Other Subsidies - - 0.3 0.0 1.5 0.0 - -

120.70 4.3 107.4 3.2 150.2 3.8 281.7 6.0Total

Description

(trillion rupiah)

2005 2006 2007 2008
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11. Review Pada Subsidi(1)

Subsidi-subsidi
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12. Review Pada Subsidi (2)

Tim Kajian memperkirakan peningkatan ruang fiskal 
melalui pengurangan subsidi..

Impact of Decrease of Subsidy and Fiscal Space 
Unit: Trillion Rupiah      

  2010 2011 2012 2013 2014 Total 

(a) State Expenditure 1074.1 1185.0 1343.5 1544.8 1783.5 - 

(b) Subsidy (Plan) 161.0 151.6 147.6 137.9 133.9 - 

(c)Subsidy (Reduced)* 107.41 118.5 134.35 77.24 89.175 - 

(d) Fiscal Space (=(b)-(c)) 53.59 33.1 13.25 60.66 44.725 205.325 

Source: Study Team 

Note (*): 10% for APBN 2010-2012, 5% for APBN 2013-2014 
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13. Rekomendasi 2: Meningkatkan Koordinasi dengan 
Sub-Pemerintah Nasional

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan 
pemerintah sub-nasional dan memperkuat fungsinya 
untuk memberikan saran dan memantau perencanaan 
dan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah sub-
nasional.

Porsi terbesar besar anggaran Pemerintah dialokasikan 
ke“Transfer ke Daerah”.  
Investasi infrastruktur oleh pemerintah sub-nasional ini 
menjadi lebih penting bagi pertumbuhan yang merata
Anggaran yang sudah ditransfer tidak harus dihabiskan 
tepat waktu dan efektif pada infrastruktur
Pemerintah pusat tidak mengendalikan atau memantau 
pengeluaran pemerintah sub-nasional 'pengeluaran.
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14. Saran untuk Meningkatkan Koordinasi

a) Kementerian sebaiknya membuat pedoman untuk investasi infrastruktur
diberikan kepada pemerintah sub-nasional.  

b) Fungsi koordinasi Pemerintah Provinsi (seperti membimbing dan
menyarankan pemerintah kota, dan penyerahan laporan konsolidasi fiskal
kepada kementerian) agar diperkuat.

c) Konsultasi yang dekat antara kementerian dan sub-nasional
pemerintah harus diselenggarakan ketika pemerintah sub-nasional
mempersiapkan rencana pembangunan mereka . 

d) DEPDAGRI dan DEPKEU agar memperkuat fungsi penilaian ketika

mereka menghitung DBH dan DAU kepada pemerintah sub-nasional.

e) DEPDAGRI dan DEPKEU agar mengevaluasi status pengeluaran uang

yang telah ditransfer

f) Anggaran Berbasis Kinerja (Incentive System) agar diperkenalkan
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15. Rekomendasi 3: Promosi PPP (1)

PPP adalah alat yang ampuh untuk mengundang investasi 
swasta untuk membangun infrastruktur dengan pengeluaran 
pemerintah rendah. Tetapi 10-20% dari total kebutuhan 
investasi infrastruktur agar ditanggung oleh PPP, 
berdasarkan pengalaman di Inggris dan Korea Selatan
Tindakan-tindakan berikut harus diambil untuk promosi PPP.

Meningkatkan Regulatory Framework

Perkuatan P3CU dan mengembangkan

jaringan yg efektif

Mengembangkan PPP-Prosedur Perencanaan dan Pengadaan
yang spesifik.

Mengkaji dan merumuskan dasar Risk Sharing

Meningkatkan pengetahuan dan keahlian

Manajemen Proyek PPP
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16. Rekomendasi 3: Promosi of PPP (2)

Inggris, 11% dari pengeluaran publik ditanggung oleh 
PFI / PPP
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17. Rekomendasi 3: Promosi PPP (3)

Di Korea Selatan, sekitar 15% dari pengeluaran publik
ditanggung oleh PPP.
expenditures is covered by PPP.
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1.  Isu Terkini di Sektor Transportasi

Alokasi anggaran tidak memadai untuk memenuhi
standar pelayanan minimum dalam pembangunan infrastruktur

Kualitas infrastruktur transportasi yang rendah, 
misalnya efisiensi operasi rendah dan kurang pemeliharaan, serta
kurangnya aspek keselamatan

Integrasi yang kurang baik dari sisi koordinasi sub-sektor
dan integrasi daerah

Kerangka kerja hukum dan perundangan yang 
tidak memadai untuk mengembangkan partisipasi sektor
swasta,

Kerangka kerja pembangunan jauh dari koridor
global/internasional
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2. Daya Saing Internasional pada Infrastruktur Transportasi
di Indonesia

Country

Rank Score Population GDP GDP/capita Overall Roads Railway Port Air
(millions) (bil.US$) (US$)

5 5.5 Singapore 4.4 161.3 35,162.9 2 3 10 1 1
9 5.4 Japan 128.3 4,382.8 34,312.1 16 19 3 25 49
11 5.3 Hong Kong 7.2 206.7 29,649.5 8 5 5 2 2
13 5.3 Korea 48.1 957.1 19,750.8 18 13 7 29 26
17 5.2 Taiwan 22.7 383.3 16,606.0 22 20 9 18 32
21 5.0 Malaysia 26.2 186.5 6,947.6 19 17 17 16 20
30 4.7 China 1,331.4 3,250.8 2,460.8 58 51 28 54 74
34 4.6 Thailand 65.3 245.7 3,736.8 35 32 48 48 28
50 4.3 India 1,135.6 1,098.9 977.7 90 87 21 93 66
51 4.3 Russia 141.9 1,289.6 9,075.1 78 104 32 76 88
55 4.3 Indonesia 228.1 432.9 1,924.7 96 105 58 104 75
64 4.1 Brazil 191.3 1,313.6 6,937.9 98 110 86 123 101
70 4.1 Vietnam 86.4 70.0 818.1 97 102 66 112 92
71 4.1 Philippines 85.9 144.1 1,624.7 94 94 85 100 89
109 3.5 Cambodia 14.6 8.6 600.0 82 80 97 91 87

Global
Competitiveness

Index
Key Indicators Ranking for Infrastructure Quality 

Secara keseluruhan Indonesia ada di ranking ke-55 dari 134 negara, tetapi hanya
urutan ke-96 dalam hal kualitas infrastruktur.

Kualitas infrastruktur transportasi masih buruk bila dibandingkan dengan keseluruhan daya
saing Indonesia.

Kualitas Infrastruktur ke-96 berarti daya saing rendah
Malaysia (ke-19), Thailand (ke-35), Cina (ke-58), Kamboja (ke-83), India (ke-90), Filipina 
(ke-94)

Jalan (ke-105) dan pelabuhan (ke-104) berkualitas sangat rendah di Indonesia
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3.  RPJM: Kebijakan untuk Sektor Transportasi

RPJM2005-2009
Pembangunan infrastruktur dan alat transportasi
Meningkatkan keselamatan dengan cara yang terintegrasi
Meningkatkan mobilitas dan distribusi nasional
Integrasi transportasi dan pembangunan daerah
Mengembangkan data dan informasi untuk audit
Membangun/konsolidasi sistem transportasi nasional, regional, lokal.
Melanjutkan restrukturisasi institusi dan undang-undang
Mengembangkan industri transportasi komersial
Pemulihan saluran distribusi dan mobilitas di wilayah yang terkena bencana

RPJM2010-2014
Perbaikan standar fasilitas dan infrastruktur
Dukungan untuk perbaikan terhadap daya saing sektor riil
Perbaikan terhadap kemitraan pemerintah dan swasta

Kata Kunci RPJM berikutnya

DukunganDukungan SektorSektor RiilRiil dan PPPPPP
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4. RPJM berikut (2010-2014): Alokasi Anggaran

No.
Public Private Total Public Private Total

(bil.Rp.) (bil.Rp.) (bil.Rp.)
1 Water Resources and Irrigation 114,649 0 114,649 11.6% 0.0% 8.0%

2 Transportation 470,954 299,802 770,756 47.7% 67.9% 53.9%
(1) Road 226,873 182,260 409,133 23.0% 41.3% 28.6%
(2) Land Transportation (River/Ferry) 23,445 258 23,703 2.4% 0.1% 1.7%
(3) Railway 96,726 100,491 197,217 9.8% 22.8% 13.8%
(4) Sea Transportation (Port) 90,640 6,425 97,065 9.2% 1.5% 6.8%
(5) Air Transportation (Airport) 33,270 10,368 43,638 3.4% 2.3% 3.1%

3 Water Supply, Sewerage and Housing 100,590 7,735 108,325 10.2% 1.8% 7.6%

4 Energy, Telecommunication and Information 301,875 134,093 435,968 30.6% 30.4% 30.5%
(1) Energy and Electricity 272,834 134,093 406,927 27.6% 30.4% 28.5%
(2) Communication and Information 29,041 0 29,041 2.9% 0.0% 2.0%

5 TOTAL 988,068 441,630 1,429,698 100.0% 100.0% 100.0%

Sector ShareBudget (Request Base 2010 - 2014)

Alokasi anggaran total untuk Infrastruktur adalah sekitar
1,8% PDB di Indonesia.

Alokasi untuk Sektor Transportasi adalah sekitar 48% dari
anggaran infrastruktur pemerintah, dan 54% dari total 
anggaran infrastruktur termasuk pendanaan swasta.
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5.  Contoh Investasi Infrastruktur di Jepang

Sumber: “Jurnal penelitian mengenai pandangan ekonomi dan sosial jangka panjang dan pembangunan infrastruktur (Maret 1999)”Kementerian Konstruksi Jepang
PDB per kapita di negara Asia: PBB

（電力セクターは除く）
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Di Jepang selama
periode
pertumbuhan
PDB tinggi, 
alokasi anggaran
untuk Sektor
Transportasi
sekitar 50%.  

Catatan Jepang tahun 1960 
hingga 5 tahun bisa menjadi
contoh yang baik untuk
Indonesia, tetapi karena tingka
pelayanan di Indonesia 

cukup rendah, diperlukan
investasi yang agresif di
bidang transportasi untuk
mencapai pertumbuhan PDB 
tahunan sebesar 7% selama
5 tahun ke depan.
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6 (1) Strategi Pembangunan Wilayah (Transportasi)

Issue / Condition
• Agriculture oriented industry, but no

market in Sulawesi

Development Policy
• Agro-based regional development,  
and access improvement  between
production area and urban center

• Strengthening transport capacity
with Java as the main market.

Issue / Condition
• High potential as Gateway to Asian

Industrial Corridor but lack of 
infrastructures (Road and Port).

Development Policy
• Northern Sumatra: Industrial

develop. for leading national economy
• Southern Sumatra for domestic

market to Java and Northern Sumatra

Issue / Condition
• High potential for coal and other

minerals, but lack of infrastructures.

Development Policy
• Regional development by mineral 

resources through PPP activities.
• Road and River network connecting 
urban and rural area for improve living 
condition.

Issue / Condition
• Insufficient infrastructures for 
transportation, flooding, sewerage and 
electricity for sustainable economic 
growth

Development Policy
• Integrated urban development 
approach. 

• Strengthen logistic capacity &network 
development as national gateway.

Issue / Condition
• High GRDP for leading national 
economy, but poverty and high un-
employment due to heavy population

Development Policy
• Industrial development with 

strengthening transportation network
targeting domestic market.

• Technology renovation for upgrading
quality of products.

Issue / Condition
• Very high poverty rate, and low level

of per capita GRDP.
• Far from national center

Development Policy
• Regional development with 
strengthening transportation /  
communication network.
• Small scale agriculture / community 
development activities.

Permasalahan / Kondisi
• Potensi yang tinggi sebagai pintu gerbang

ke Asia Industri Koridor tetapi kurangnya

infrastruktur (Jalan dan Pelabuhan)

Kebijakan Pembangunan
• Sumatera Utara: mengembangkan sektor 

Industri untuk memimpin ekonomi nasional

• Sumatera Selatan untuk pasar domestik ke

Jawa dan Sumatera Utara

Permasalahan / Kondisi
• Potensi tinggi untuk batubara dan mineral 

lainnya, tetapi kurangnya infrastruktur.

Kebijakan Pembangunan
• Pembangunan Daerah melalui 

pembangunan sumber daya mineral 
melalui kegiatan PPP.

• Jalan dan Sungai menghubungkan jaringan 
perkotaan dan daerah pedesaan untuk 
memperbaiki standar hidup

Permasalahan / Kondisi
• Pertanian yang berorientasi pada industri, 

tetapi tidak ada pasar di Sulawesi

Kebijakan Pembangunan
• Agro berbasis pembangunan daerah, dan

peningkatan akses antara daerah produksi
dan pusat perkotaan.

• Memperkuat kapasitas transportasi dengan
cara menjadikan pulau Jawa sebagai
pasar utama

Permasalahan / Kondisi
• Kekurangan prasarana transportasi, 

penanggulangan banjir, pembuangan air 

kotor dan listrik untuk pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan

Kebijakan Pembangunan
• Pendekatan pembangunan perkotaan

terpadu

• Memperkuat kapasitas & jaringan

pembangunan yang logis sebagai gateway 

nasional.

Permasalahan / Kondisi
• Tingginya nilai PDRB untuk memimpin 

ekonomi na nasional  namun tingginya 

angka kemiskinan dan pengangguran 

dikarena kan jumlah penduduk padat

Kebijakan Pembangunan
• Pembangunan industri dengan cara 

penguatan jaringan transportasi yang 

ditargetkan pada pasar domestik

• Teknologi renovasi untuk meningkatkan 

kualitas produk

Permasalahan / Kondisi
• Sangat tingginya tingkat kemiskinan, dan 

rendahnya PDRB per kapita

• Jauh dari pusat nasional

Kebijakan Pembangunan
• Pembangunan daerah dengan memperkuat  

jaringan transportasi / komunikasi 

• Sclae kecil kegiatan pembangunan 

pertanian / masyarakat.
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Sumatra
Pembangunan ber-Orientasi Industri

Jawa (tidak termasuk DKI Jakarta)
Menciptakan “Megalopolis Jawa” melalui Koridor Jalan Bebas
Hambatan Trans Jawa, dan Koridor Rel Kereta Kecepatan
Tinggi di Jawa

DKI Jakarta
Pembangunan perkotaan yang terintegrasi untuk Kota Jakarta 
Metropolitan yang baru berdasarkan Jaringan MRT.

Kalimantan
Menggunakan Sumber Daya Mineral yang Kaya untuk
Pembangunan Wilayah melalui Pembangunan Jaringan
Transportasi Jalan dan Sungai

Sulawesi
Poros Pertumbuhan Makassar dan Pembangunan Agro-
Industri

Indonesia Timur (Nusa Tenggara, Timor, Maluku, Papua)
Pembangunan transportasi di bawah Pendekatan
Pembangunan Wilayah

6 (2)  Kata Kunci dalam Strategi Pembangunan Daerah
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7 (1)  Rencana Aksi: DKI Jakarta / Jawa

Wilayah
Membangun Infrastruktur

Tulang Punggung yang 
Kuat

Meng-Upgrade 
Infrastruktur di Kota-Kota 

Utama dan Poros
Pertumbuhan Wilayah

Pengadaan Layanan
Infrastruktur Dasar di

Area Depresi

DKI Jakarta

Pembangunan Hub Port 
(pelabuhan penghubung) yang 
baru

Bandara Internasional yang 
Baru/ meng-Upgrade 
Soekarno-Hatta International 
Airport

Jalan akses ke pelabuhan
laut utama

Pembangunan Jaringan
Jakarta MRT

Rel kereta sebagai akses
menuju Bandara Internasional

Lingkar Luar Jakarta yang 
Kedua

Perbaikan terhadap
perempatan dan persimpangan
dengan kemacetan tinggi.

Instalasi sistem ITS di
Jakarta

Konstruksi DDT Jalur
Kereta Sirkular Jabodetabek

Upgrade/modernisasi Sistem
Kereta JABODETABEK, 
termasuk pembangunan pusat-
pusat perkotaan di sekitar
Stasiun Persimpangan.

Perbaikan/upgrade terhadap
Pelabuhan Tanjung Priok

Kegiatan relokasi terhadap
para penghuni ilegal di dalam
batas ROW di sepanjang
jalur kereta (untuk alasam
keselamatan)

JAWA

Perbaikan dan Upgrade 
terhadap Jalur kereta
Utara/Selatan di Jawa

Pembangunan Jalur Kereta
Kecepatan Tinggi Trans Jawa
(Jakarta – Semarang –
Surabaya)

Jaringan Koridor Jalan Tol
Trans Jawa (Proyek PPP)

Upgrade / Perbaikan atas
pelabuhan Tanjung Perak
(Surabaya) sebagai gerbang
Indonesia Timur.

Perbaikan terhadap jaringan
jalan bebas hambatan di kota-
kota utama (Bandung, 
Surabaya dan Semarang)

Pembangunan sistem Kereta
Perkotaan (MRT / LRT) di
Bandung dan Surabaya

Instalasi ITS di kota-kota
utama

Upgrade / perbaikan
terhadap Pelabuhan Tanjung
Eman (Semarang).

Pembangunan akses
jaringan jalan di daerah
pinggiran dari wilayah
produksi ke pasar
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7(2)  Rencana Aksi: Sumatra / Kalimantan

Wilayah
Membangun Infrastruktur

Tulang Punggung yang Kuat

Meng-Upgrade Infrastruktur
di Kota-Kota Utama dan Poros

Pertumbuhan Wilayah

Pengadaan Layanan
Infrastruktur Dasar di Area 

Depresi

SUMATRA

Jembatan super panjang
antara Jawa dan Sumatra
Pembangunan koridor jalan
tol Trans-Sumatera
Meng-Upgrade Pelabuhan
Belawan dan Dumai
sebagai Gerbang Barat
Jalan Akses ke pelabuhan
laut dan airport utama
Konstruksi Bandara
Internasional baru di Medan
sebagai airport penghubung
sebelah Barat
Perbaikan jalur kereta
transportasi batubara di
Sumatra (bersama dengan
pembangunan transportasi
Sungai Musi).

Perbaikan terhadap jaringan
jalan perkotaan di kota-kota
utama (Medan dan
Palembang)
Instalasi LRT/MRT di
Medan

Pembangunan jaringan
jalan pengumpan (feeder)

KALIMANTAN

Pembangunan jalan Trans 
Kalimantan (Kalimantan 
Barat – Tengah – Selatan –
Timur)
Jalur Kereta Transportasi
Batubara Kalimantan 
Tengah
Konstruksi Pelabuhan Laut
Dalam di Kalimantan 
Selatan/Timur

Jalan akses ke pelabuhan
laut dan airport utama
Konstruksi jembatan-
jembatan besar untuk
perbaikan jaringan jalan
wilayah

Pembangunan pelabuhan
laut di Kalimantan Barat
dan Selatan
Pembangunan jaringan
transportasi sungai
Pembangunan jaringan
jalan pengumpan (feeder)
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7 (3) Rencana Aksi: Sulawesi / Bali & Indonesia Timur

Wilayah
Membangun Infrastruktur

Tulang Punggung yang Kuat

Meng-Upgrade Infrastruktur
di Kota-Kota Utama dan Poros

Pertumbuhan Wilayah

Pengadaan Layanan
Infrastruktur Dasar di Area 

Depresi

SULAWESI

Perbaikan Pelabuhan
Makassar sebagai
Pelabuhan Penghubung
Timur di Indonesia
Perbaikan Pelabuhan
Bitung sebagai Gerbang
Timur menuju koridor
internasional
Pembangunan koridor Jalan
Trans Sulawesi (Sulawesi
Selatan – Tengah – Utara)

Meng-Upgrade Bandara
Internasional Makassar
Pembangunan jaringan
jalan perkotaan di Makassar

Kegiatan perbaikan
terhadap pelabuhan
perikanan di wilayah
pinggiran
Jalan akses menuju pasar
untuk sektor agrikultur

BALI &
NUSA 
TENGGARA,
MALUKU 
dan PAPUA

Jembatan super panjang
antara Jawa dan Bali

Pembangunan jaringan
jalan di Papua
Meng-Upgrade airport 
untuk mengembangkan
pariwisata

Meng-Upgrade terminal 
ferry terminal dan
pelabuhan laut
Jalan akses ke pelabuhan
laut dan airport di tiap
pulau.
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8 (1). Proyek Kandidat

141 proyek, di mana 94 di antaranya untuk implementasi
dan 47 lainnya untuk bantuan teknis telah diajukan oleh
Departemen terkait, BAPPENAS, dan Tim Studi JICA.

Jumlah total yaitu 27 milyar US$, 5 kali lebih besar dari
draft alokasi anggaran sekitar 5 milyar US$ (hanya untuk
dana publik per Desember 2009).

Sub-Sector

No. No. No.

Road 45 23 68
Rail 24 11 35
Air 10 6 16
Sea / River 15 7 22
Total 94 47 141 100.0%

8,474
1,773
5,085

31.3%
6.5%

18.8%
27,112

114
90
13

26,856 256

8,384
1,760
5,046 39

Amount
 (mil.US$)

11,666

Technical Assistance Total
Amount

(mil.US$)
11,780 43.4%

Amount
(mil.US$)

Project Assistance Share
 in Amount
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Proyek-proyek jalan berimbang di wilayah.  
Di Jawa, investasi sektor jalur kereta sangat besar, tetapi hanya 7,3% untuk transportasi
penumpang. Bagian terbesar dari investasi jalan di Jawa tergantung
pada skema BOT dan porsi anggaran nasional yang dikurangi.
Di Jakarta, proyek MRT dan Pembangunan Hub Port Internasional yang Baru menjadi fokus , dan
ini dapat menjadi Proyek Tulang Punggung Nasional.

Alokasi ke Indonesia Timur tinggi dibandingkan dengan populasi (6%) dan GRDP 
(3%) di sana, ini mencerminkan instruksi presiden mengenai investasi di Papua.
Proyek dengan cakupan nasional terutama berupa perbaikan aspek keselamatan, manajemen
dan teknologi difokuskan di Sektor Transportasi Laut, Udara dan Jalan.

8 (2) Proyek Kandidat: Distribusi Wilayah

Budget Distribution by Region
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Tujuan proyek berimbang merefleksikan kebijakan dalam RPJM 2010-2014
Memperkuat tulang punggung nasional dengan cara merealisasikan infrastruktur transportasi jalan, rel
dan laut

Pembangunan Infrastruktur Tulang Punggung Jawa dan Sumatra
Jalur kereta perkotaan difokuskan untuk langkah-langkah transportasi di masa depan di Indonesia.  

Mendorong pergeseran modal dari Jalan ke MRT di kota-kota besar misalnya
Jakarta, Surabaya, dan Bandung
Pembangunan Poros Pertumbuhan Wilayah akan dilakukan melalui pembangunan Pelabuhan dan Jalan
Akses. 

Dumai, Belawan, Makassar, Surabaya, dan pelabuhan besar lainnya
Pertimbangan tinggi pada dukungan pemerintah bagi Wilayah Terpencil, melalui
Sektor Transportasi Jalan, Udara dan Laut.

8 (3) Proyek Kandidat: Tujuan Proyek
Budget Allocation by Objectives
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8 (4) Evaluasi Proyek: Konsistensi
RPJM2010-2014

Perbaikan standar fasilitas dan infrastruktur agar sesuai
dengan standar pelayanan minimum

1. Mengurangi backlog pemeliharaan
2. Memperbaiki kondisi jalan dengan standar pelayanan minimum
3. Meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi
4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
5. Transportasi yang berkelanjutan untuk mengatasi isu pemanasan global
6. Perbaikan manajemen transportasi umum perkotaan
7. Meningkatkan kapasitas penyelamatan korban kecelakaan/bencana

Dukungan bagi perbaikan daya saing sektor riil
1. Mendukung pembangunan pariwisata, agrikultur dan industri
2. Mendorong transportasi barang dan penumpang secara efisien
3. Memperbaiki layanan transportasi agar lebih bersaing.
4. Memperkuat keterhubungan wilayah dalam pulau dan antar pulau
5. Mengembangkan transit masal cepat di perkotaan berbasis rel di wilayah

metropolitan
6. Mengembangkan teknologi untuk memenuhi persyaratan internasional

Perbaikan Kemitraan Pemerintah dan Swasta
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8 (5) Evaluasi: Kriteria dan Bobot Evaluasi

No. Kategori Bobot Catatan

1

Konsistensi terhadap
rencana
pembangunan wilayah
dan sektor

27%
Kriteria paling penting sebagai sasaran
proyek adalah untuk memperoleh tujuan
rencana yang lebih tinggi

2 Kelayakan ekonomi 25%

RPJM mentargetkan 7% pertumbuhan GDP 
selama 5 tahun ke depan. Proyek harus
memiliki kelayakan ekonomi nasional yang 
tinggi.

3 Urgensi proyek 5%
Bobot ini cukup rendah yaitu 5% karena
kategori ini juga dipertimbangkan dalam
kelayakan ekonomi.

4 Implementasi 20%

Kesulitan akuisisi lahan, relokasi, dan
kemampuan dan badan pelaksana
merupakan faktor penentu apakah proyek
dapat dilaksanakan tepat waktu atau tidak.

5
Kesesuaian untuk
kerjasama
internasional

23%
Kesulitan teknis, kelayakan keuangan dan
akses dipertimbangkan di sini.
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8 (6) Hasil: Ringkasan
Sebagian besar proyek di
Jakarta ada pada Ranking A
karena memiliki kelayakan
ekonomi, urgensi, dan
kesesuaian untuk kerjasama
internasional.
Banyak proyek berskala
nasional juga ada pada
Ranking A, yaitu untuk meng-
upgrade kualitas, keselamatan, 
dan kemampuan pemeliharaan.
Banyak proyek di Kalimantan, 
Sulawesi dan Indonesia Timur
berada pada Ranking C
karena rendah dalam hal
kelayakan ekonomi, urgensi, 
dan kesesuaian untuk
kerjasama internasional.
Lebih banyak proyek yang 
akan dipromosikan di
Kalimantan dan Sulawesi.
Proyek-Proyek Transportasi
Perkotaan cenderung mendapat
skor tinggi, sebaliknya
sebagian besar proyek
penurunan kemiskinan
memiliki hasil evaluasi
rendah.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Upgrading National
Backbone

Urban
Transportation

Regional
Development

Support
Remote Area

P
ro
je
c
t 
C
o
s
t 
(m
il
.U
S
$
)

Rank A (over 75) Rank B (65-75) Rank C (under 65)

4-1-18

8 (7) Hasil: Daftar Proyek Ranking A
Region Cost

('000USD)

1 RW-P06 Jakarta MRT South-North Line Java 840,000 ○ ○ ○ 86.6

2 RD-P08 Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Java 318,810 ○ △ 85.2

3 RD-P41 Tanung Priok Access Road (Phase-3) Java 318,810 ○ ○ 84.0

4 RW-P23 Jakarta MRT East-West Line Java 1,100,000 ○ ○ ○ 83.6

5 RD-P30 Additional Loan for Suramadu Bridge Java 77,000 ○ 82.2

6 RD-P15 Trans Sulawesi Maminasata Arterial Road Sulawesi 85,016 ○ ○ ○ 81.6

7 RW-P07 Jakarta MRT South - North Line Extension Java 1,000,000 ○ ○ ○ 80.6

8 RW-P05 Urban Railway Electrification in Surabaya Java 500,000 ○ ○ ○ 80.4

9 SE-P13  International Hub Port in Greater Jakarta Java 1,000,000 ○ 80.2

10 AR-P01 New CNS/ATM System Nation-wide 213,400 ○ ○ ○ 79.4

11 SE-P08 Public Ship Finance for Domestic Ship Industry Nation-wide 300,000 ○ ○ 79.2

12 RD-P43 Jakarta Urban Road Network Flyover Java 300,000 ○ 79.2

13 AR-P06 Procurement / Installation of Security Equipment Nation-wide 14,337 ○ ○ ○ 79.0

14 AR-P10 Multiple Airport for Jakarta Metropolitan Area Java 500,000 ○ 78.8

15 RW-P16 JABODETABEK Bogor Line Capacity Expansion Java 450,000 ○ ○ 78.6

16 RD-P16 Medan-Kualanamu Toll Road Sumatra 140,000 ○ △ 78.4

17 RD-P22 Batam - Bintan Bridge Sumatra 584,485 ○ 78.2

18 RD-P44 Pandan-Malang Toll Road Java 184,803 ○ 78.0

19 RD-P06 Solo-Kertosono Toll Road Java 106,270 ○ △ 77.8

20 RW-P01 Railway to Soekarno Hatta Airport Java 120,000 ○ ○ 77.6

21 PW-P08 Manggarai -Cikarang Double-double Track Java 468,000 ○ ○ ○ 77.4

22 RW-P13 JABODETABEK Circular Rail Line Improvement Java 160,000 ○ ○ ○ 77.0

23 RW-P04 Urban Railway Electrification in Bandung Java 175,000 ○ ○ ○ 76.8

24 RD-P13 Pekanbaru - Kandis - Dumai Freeway Sumatra 318,810 △ ○ 76.8

25 RD-P17 Bandung Intra Urban Toll Road Java 318,810 ○ ○ ○ 76.2

26 RW-P09 Java South Line Double Track (Cirebong - Kroya) Java 360,000 ○ ○ ○ 76.0

27 RW-P24 Central Station Development in Dukhu Atas Java 80,765 ○ ○ 76.0

28 RW-P10 Java South Line Double Track (Kroya - Kutoarjo) Java 266,000 ○ ○ ○ 76.0

29 AR-P04 Airport for Disaster Measure and Border Region Nation-wide 158,200 ○ ○ ○ 75.8

30 RD-P38 Asset Management Loan (Road) Project Nation-wide 1,000,000 ○ 75.8

31 SE-P10 Strategic and Local Ports Project (29 listed ports) Nation-wide 1,588,735 ○ 75.4 13,047,250

Score
No. Activity Name Line

Ministry
BAPPENA

S
JST

Recommended Agency
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8 (8) Hasil: Daftar Proyek Ranking B
Region Cost

('000USD)

32 AR-P05 Development of Airport in Papua Papua 280,057 ○ ○ ○ 74.8

33 SE-P02 Indonesian Ship Reporting System Nation-wide 20,395 ○ ○ 74.6

34 SE-P05 Vessel Traffic Services System Nation-wide 67,641 ○ 74.6

35 RD-P39 Intelligent Traffic System in Jabodedabek Java 217,853 ○ ○ 74.4

36 SE-P04 Development of Jayapura Port Facilities Papua 17,400 ○ ○ 74.4

37 RW-P20 Procurement of 24 Unit (3set) Electric Railcars Java 37,000 ○ 73.8

38 RW-P21 Procurement of 160 Unit Electric Rail Car Java 207,000 ○ 73.8

39 RD-P45 Sukabumi - Ciranjang - Padalalan Toll Road Java 461,079 ○ 73.6

40 RD-P10 Tayan Bridge Kalimantan 95,643 ○ ○ 73.2

41 RD-P29 Padan Bypass Capacity Expansion & Duku Flyover Sumatra 58,000 ○ 72.4

42 RD-P27 Manado Bypass II Sulawesi 17,003 ○ 72.2

43 SE-P1５ Development of Dumai Port (III) Sumatra 300,000 ○ 72.0

44 SE-P11 Improvement of River Transportation Suma / Kali 170,032 ○ 71.4

45 SE-P12 Development of Ferry Port Nationwide 239,107 ○ 71.4

46 RD-P34 Eastern and Middle Trans Sumatra Project Sumatra 200,000 ○ 70.8

47 RD-P05 Regional Road Nation-wide 212,540 ○ 70.4

48 RW-P19 Track Construction and Mainteance Machinery Java 74,750 ○ ○ 70.2

49 RD-P21 Selat Sunda Bridge Java-Sumatra 531,350 ○ 69.6

50 RD-P18 Pasir Panajam Bridge Construction Kalimantan 85,016 ○ ○ 69.0

51 RW-P15 Procurement of Locomotive Diesel (30 units) Java/Sumatra 144,000 ○ ○ 69.0

52 AR-P03 Safety for Air link to Eastern Indonesia East
I d i

50,000 ○ ○ ○ 69.0

53 RW-P18 Regional Railway System of Central Java Region Java 250,000 ○ 68.8

54 SE-P01 Development of Indonesia Aids to Navigation Nation-wide 31,200 ○ ○ 68.6

55 SE-P09 Passenger Vessel and Pioneer Ship Nation-wide 1,089,267 ○ 68.6

56 RD-P11 Musi Bridge Sumatra 318,810 ○ ○ 68.2

57 AR-P02 Procurement of Landing Facility Nation-wide 25,000 ○ ○ ○ 66.0

58 RW-P14 Railway Level Crossing System Java /
S

31,280 ○ 66.0

59 RD-P35 Construction of Keloks 9 brigdes in West Sumatra Sumatra 39,400 ○ 65.6

60 RD-P40 Intelligent Traffic System for Three Cities Java /
S

191,286 ○ 65.6

61 RD-P23 Galala-Poka Bridge Maluku 42,508 ○ ○ 65.2

62 SE-P07 Patrol Boat to Enhance Maritime Safety Sumatra 120,000 ○ ○ 65.0 5,624,616

Score
Line

Ministry
BAPPENA

S
JST

No. Activity Name

Recommended Agency
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8 (9) Hasil: Daftar Proyek Ranking C
Region Cost

('000USD)

63 AR-P09 Procurement of aircraft for Pioneer Flight East
I d i

480,000 △ ○ 64.8

64 RD-P07 Serangan - Tanjung Benoa Toll Road Bali 159,405 ○ △ 64.6

65 SE-P03  Special Vessel for Navigation Aids Nation-wide 113,290 ○ ○ 64.4

66 SE-P06 Indonesia Coast Guard Patrol Boats Retrofit Sumatra 46,800 ○ ○ 64.4

67 RW-P02 Railway to Juanda Surabaya Airport Java 150,000 ○ 64.2

68 RW-P17 Tracks Material and Turnouts Java /
S

117,300 ○ ○ 64.2

69 RW-P03 Double Track Rialway in South Sumatra Sumatra 240,000 ○ 64.0

70 RD-P12 Gorontalo-Djalaludin Airport Access Road Sulawesi 21,254 ○ ○ 63.8

71 RD-P01 Road Rehabilitation Project Nation-wide 212,540 ○ 63.6

72 SE-P14 Development of Batam Port Sumatra 300,000 ○ 63.4

73 RD-P25 Balikpapan - Samarinda Freeway Kalimantan 531,350 ○ 63.4

74 AR-P08  Airport Rescue and Fire Fighting Equipment Nation-wide 31,700 △ ○ △ 63.2

75 RD-P03 Rural Transportation Nation-wide 212,540 ○ 62.4

76 RD-P04 Bridge Material Nation-wide 159,405 ○ ○ 62.2

77 AR-P07 National Aeronautical Information System Centre Nation-wide 7,200 △ ○ 62.0

78 RD-P36 South Coastal Highway in Yogjakarta Java 117,989 ○ 62.0

79 RD-P31 Kalimantan Boarder Road Development Kalimantan 250,000 ○ 61.0

80 RD-P02 Provincial-Local Road Improvement Nation-wide 212,540 ○ 60.6

81 RD-P37 Java Corridor Railway Corssing Flyover Java 81,818 ○ 60.2

82 RD-P19 Eastern National Road Improvement Program East
I d i

177,864 ○ 59.8

83 RD-P33 Metropolitan Freeways and Toll Road Java 213,000 ○ 59.8

84 RW-P11 Java South Line DT and Signal (Solo - Surabaya) Java 716,000 ○ ○ ○ 58.0

85 RD-P28 Bridge Construction in West Nusa Tenggara East
I d i

195,000 ○ 58.0

86 RD-P09 Kendari Bridge Sulawesi 63,762 ○ ○ 57.4

87 RD-P26 Kualanamu - Toba Lake Freeway Sumatra 531,350 ○ 57.0

88 RD-P14 Gilimanuk - Denpasar Freeway Bali 132,837 ○ 56.8

89 RD-P20 Western National Road Improvement Program Java /
S

80,000 ○ 56.4

90 RW-P12 Java North Line DT and Signal (Sumarang- Java 817,000 ○ ○ ○ 55.6

91 RD-P42 Road Network in Belawan Port Sumatra 53,135 ○ 54.2

92 RD-P32 South Java Regional Road Development Java 250,000 ○ 54.0

93 RD-P24 Papua Strategic Road Development Papua 1,786,822 ○ 49.2

94 RW-P22 Railway Bridge Rehabilitation in West Sumatra Sumatra 80,000 ○ 46.2 8,541,900

Score
No. Activity Name

Recommended Agency

Line
Ministry

BAPPENA
S

JST
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9 (1) Rekomendasi: 
Memperkuat Koridor Jawa-Sumatra

Ini adalah salah satu isu terpenting bagi
pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan

1. Akselerasi proyek jalan tol di Jawa di bawah skema PPP,
2. Mempromosikan koridor Jalur Kereta Kecepatan Tinggi untuk

membentuk Megalopolis Jawa akan dilakukan F/S (Investasi
sangat besar: 21 milyar US$)

3. Jembatan Selat Sunda dan Koridor Jalan Bebas Hambatan Trans 
Sumatra akan dilakukan F/S (Investasi sangat besar: 13 milyar
US$)

Koridor Jalan Bebas Hambatan Trans Jawa
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9 (2) Rekomendasi:
Pendekatan Program di Kota-Kota Besar/Poros Pertumbuhan

DKI Jakarta
(Populasi 8,8juta)

Jaringan MRT
Rel Sirkular JABOTABEK
Pembangunan Flyover Bebas
Hambatan
Jalan Akses TJPK
Jalur Rel Akses Bandara
Jaringan Monorail Kota
Bandara Internasional Baru
Pembangunan Hub Port Baru

Bandung(Populasi 2,3juta)
Jalan tol dalam kota
Jalan tol Cileunyi-Sumedan-Dawan
Penggunaan listrik di jalur kereta
dalam kota

Medan(Populasi 2juta)
Jalan tol Medan-Kualamanu
Jalan tol Kualamanu-Danau Toba
Jaringan jalan di Pelabuhan
Belawan

Padang(Populasi 0,7 juta)
Padang Bypass 
(Akses baru bandara-pelabuhan)
Jembatan Kelok 9 di Sumatra Barat
Jembatan rel kereta di Sumatra 
Barat

Palembang
(Populasi 1,3juta)
Jembatan Musi
Transportasi Sungai
Musi

Surabaya (Populasi 2,6juta)
Pinjaman tambahan Jembatan Suramadu
Penggunaan listrik untuk jalur kereta
perkotaan
Pelabuhan ferry Surabaya
Jalur rel akses bandara Juanda Surabaya

Balikpapan (Populasi
0,5juta)
Jembatan Pasir Panajam
Balikpapan – Samarinda Freeway

Denpasar (Populasi 0,6juta)
Jalan tol Serangan – Tanjung Bonea
Gilimanuk – Denpasar Freeway

Makasar (Populasi 1,2juta)
Jalan arteri Trans Sulawesi
Maminasata

Jayapura (Populasi
0,2juta)
Fasilitas pelabuhan Jayapura
Pembangunan bandara di Papua
Pembangunan Daerah Papua
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9 (3) Rekomendasi: Pendekatan Pembangunan Daerah
untuk Indonesia Timur

Proyek transportasi tunggal tidak akan efektif di area depresi seperti
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 

Harus digunakan Pendekatan Daerah ter-Integrasi

Land Use Plan Infrastructure Development Plan

Regional 
development 

plan will 
formulate 

direct linkage 
between land 
use plan and 
Infrastructure 
development 

Plan

Contoh Rencana Tata Ruang ter-Integrasi untuk Wilayah Metropolitan Mamminasata, Sulawesi

Rencana 
pengembangan 
daerah akan 
merumuskan 
hubungan 
langsung antara 
rencana 
penggunaan 
lahan dan 
rencana 
pembangunan 
infrastruktur

4-1-24

9 (4) Rekomendasi: Perhatian Khusus bagi Proyek-
Proyek Penurunan Kemiskinan

Seluruh proyek penurunan kemiskinan dievaluasi
sebagai Ranking C

PerluPerlu diberikandiberikan perhatianperhatian khususkhusus untukuntuk mendukungmendukung area area 
depresidepresi

Proyek-proyek berikut direkomendasikan untuk
dipertimbangkan implementasinya dengan maksud
mendukung area depresi dan penurunan kemiskinan.

Daftar Proyek Penurunan Kemiskinan dan Pendukung Area Depresi

Region Cost
(1000 US$)

47 Regional Road Nation-wide 212,540 21.6 20.0 3.0 12.0 13.8 70.4 B
55 Procurement of Passenger Vessel and Pioneer Nation-wide 1,089,267 21.6 14.2 3.0 18.0 11.8 68.6 B
61 Galala-Poka Bridge Maluku 42,508 22.2 14.0 3.0 11.4 14.6 65.2 B
75 Rural Transportation Nation-wide 212,540 21.6 17.0 4.0 8.6 11.2 62.4 C
79 Kalimantan Boarder Road Development Project Kalimantan 250,000 16.2 17.4 3.0 10.8 13.6 61.0 C
85 Bridge Construction in West Nusa Tenggara East 195,000 21.6 11.6 3.0 14.2 7.6 58.0 C
92 South Java Regional Road Development Project Java 250,000 16.2 15.6 3.0 9.4 9.8 54.0 C
93 Papua Strategic Road Development Papua 1,786,822 16.8 11.6 2.0 8.6 10.2 49.2 C

RankRank Activity Name
Project Evaluation

Fit to
upper Plan

Ecomomic
Viability

Urgency
Implement

ability
International
Cooperaton

Total
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9 (5) Rekomendasi: 
Gerbang Akses Pasar Global

Terdapat potensi yang sangat besar di pasar domestik, tetapi
perlu penguatan keterkaitan (linkage) dengan pasar global agar 
pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan

Pembangunan Gerbang untuk Koridor Ekonomi Global penting
dilakukan

Eastern Gateway
1) Bitung Port Development
2) Bitung-Manado Toll Road

National Gateway
1) Tanjung Priok Port Expansion
2) Tanjung Priok Access Road Network
3) New Hub-port construction
4) Access b/w New hub-port and Industrial Areas

Western  Gateway
1) Dumai Port / Pekanbaru-Dumai Toll Road
2) Batam Port / Batam-Bintang Bridge
3) Belawan Port / Port Access Network
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Studi untuk
Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah

Laporan Akhir

Republik Indonesia

Ringkasan

Bab 4  Uraian Masing-Masing Sektor

Bagian 4.2
Sektor Kelistrikan

Maret 2010
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Program Pembangunan Terkini (1/3)

RPJM 2004-2009
• Target Pembangunan

• Penambahan instalasi
• Sistem Jawa-Madura-Bali

• Kapasitas Pembangkitan : 6.100 MW
• Jaringan Transmisi  : 3.720 km
• Kapasitas Gardu Distribusi : 14.276 MVA

• Luar Sistem Jawa-Bali
• Kapasitas Pembangkitan : 4.400 MW
• Jaringan Transmisi : 3.720 km
• Kapasitas Gardu Distribusi : 4.120 MVA

• Listrik Pedesaan
• Rasio Elektrifikasi Pedesaan : 97% pada tahun 2009
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Program Pembangunan Terkini (2/3)

Kebijakan Energi Nasional (tahun 2004)

Cetak Biru (Blueprint) Energi Nasional
• Diumumkannya target dari Energi Bauran

• Untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak

• Untuk mempromosikan pengembangan batubara dan energi 
terbarukan

Oil; 20,0%

New and 
Renewable; 

17,0%
Coal; 33,0%

Natural Gas; 
30,0%

Bauran Energi Nasional tahun 2025

Biofuels 5%

Geothermal 5%

Biomass, Nuclear, 
Hydro, Solar, Wind 
5%

Liquefied Coal 2%
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Program Pembangunan Terkini(3/3)

Program Pengembangan Kelistrikan Lainnya
• Program Percepatan Pembangunan 1 (Fast Track Program -1)

• Diumumkan tahun 2006, untuk mengembangkan proyek kelistrikan 
yang berbasis bukan minyak (non-oil)

• Penambahan kapasitas suplai sebesar 10.000 MW

• Melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)

• Program Percepatan Pembangunan 2 (Fast Track Program -2)
• Diumumkan tahun 2009, untuk pengembangan sektor kelistrikan 

sebesar 10.000 MW.

• Didominasi oleh energi terbarukan
• Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)

• Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB)

• Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG/PLTGU)

• Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Batubara)
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Kemajuan Pembangunan (1/2)

Kapasistas
• Target: Pembangunan lebih dari 10.000 MW

• Kemajuan: Masih kurang dari 4.000 MW

Bauran Energi

50.149.0

28.6
21.0

16.2

26.0

5.1 4.0

0

10

20

30

40

50

60

%

Oil Natural Gas Coal New &
Renewable

EnergyEnergy source

Energy Mixture Target and Achievement in RPJM 2004-2009

Target Achievement
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Rasio Elektrifikasi
• Rasio elektrifikasi rumah tangga : 64,3% (2007)

• Daerah NTT, NTB dan Papua masih rendah (30%)

• Daerah Jawa dan Sumatera : 50 - 80%

• Rasio Elektrifikasi Pedesaan : 91,9% (2007)
• Lebih dari 90%, kecuali:

• Papua 30,2%, Maluku 79,9%, NAD 86,8%, Sumatera Utara 83,6%

• Total : 71.555 desa

• Terlistriki : 65.776 desa (92%)

• Belum terlistriki : 5.779 desa (8%)

Jaringan transmisi dan distribusi listrik
• Jaringan transmisi: kurang lebih 5.000 kms telah terbangun dari 

total target sepanjang 7.440 kms

• Kapasitas gardu distribusi : hanya sebesar 4.300 MVA yang 
terinstal (2003-2007) dari total target sebesar 18.000 MVA

Kemajuan Pembangunan (2/2)
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(IT-1) Daerah-daerah kritis suplai listrik
• Daerah-daerah dengan “kapasitas suplai < daya puncak”.

• Sumbagut (NAD & Sumatra Utara) : -138.70 MW
• Tg. Pinang (Kep. Riau) :    -8.10 MW
• Barito (Kalimantan Selatan) :  -46.00 MW
• Sampit (Kalimantan Tengah) :    -0.05 MW
• Gorontalo (Gorontalo) :    -0.45 MW
• Jayapura (Papua) :    -0.73 MW
• (as of Sept. 2008)

(IT-2) Konsumen Daftar Tunggu
• 1 juta konsumen daftar tunggu dengan kapasitas 3.500 MW

(Sumber: Statistik PLN 2007)

(IT-3) Isu Tarif dan Subsidi
• Tarif listrik terlalu rendah

• Tarif listrik tidak dapat menutupi biaya produksi listrik
• Swasta (IPP) tidak tertarik untuk berinvestasi

• Sulit untuk mengembalikan investasi
• Rendahnya tarif listrik akan mengakibatkan penggunaan listrik yang berlebihan

• Subsidi yang diberikan pemerintah sangat besar
• Sebesar Rp. 37,5 triliun pada tahun 2007
• Lebih dari 30% dari biaya produksi disubsidi oleh pemerintah

• Rata-rata biaya produksi: Rp. 1.000/kWh
• Rata-rata tarif listrik : Rp. 600~700/kWh

• Semua tipe konsumen listrik disubsidi
• Jumlah subsidi kurang lebih 2% dari GDP tahun 2008.
• Hal ini memberikan tekanan pada APBN

Isu – Isu yang Tertinggal (1/2)
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(IT-4) Lemahnya kebijakan untuk elektrifikasi pedesaan
• Tidak ada peta jalan (roadmap) yang disiapkan untuk 

menentukan/memperkirakan :
• Daerah-daerah yang akan dilistriki
• Jenis sumber-sumber energi untuk elektrifikasi
• Kebutuhan dana untuk elektrifikasi

(IT-5) Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
• Pengurusan izin pembangunan membutuhkan waktu yang relatif lama 

untuk berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
Keterlambatan dalam penererapan

(IT-6) Sedikit pengembangan dari Bauran Energi
• Keterlambatan dalam pegembangan gas alam
• Kurang pengembangan energi terbarukan

• Kurang dari 5% dari penggunaan energi primer

(IT-7) Isu-Isu Peraturan
(IT-8) Pertimbangan pemanasan global dan perubahan cuaca

Isu – Isu yang Tertinggal (2/2)
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Rencana Aksi untuk Mengatasi Masalah (1/6)

(RA-1) Peningkatan Kapasitas Suplai Listrik
• Percepatan Pembangunan Sektor Kelistrikan

• Dengan pertimbangan bauran energi
• Percepatan pembangunan untuk :

• Jaringan Transmisi
• Gardu Distribusi
• Jaringan Distribusi Listrik

(RA-2) Penerapan Demand-Side Management
• Penggunaan peralatan/perkakas yang nemat listrik (LED etc.)
• Pengelolaan efisiensi energi dan konservasi (EE&C) 

(IT-1) Daerah-daerah kritis suplai listrik
(IT-2) Konsumen daftar tunggu
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Rencana Aksi untuk Mengatasi Masalah (2/6)

(IT-3) Isu Tarif dan Subsidi

(RA-3) Revisi tabel tarif yang dapat menutupi biaya pembangkitan
• Untuk meningkatkan pendapatan :

• Operasional PLN dan penyedia listrik lainnya
• Lingkungan investasi yang menarik untuk investor

(RA-4) Pengurangan subsidi
• Subsidi hanya diberikan untuk pelanggan berpenghasilan 

rendah
• Pengembangan subsidi silang untuk elektrifikasi daerah 

terpencil, jika sumber dana tersedia
(AP-5) Percepatan pembangunan pembangkit listrik untuk 
membantu :
• Menurunkan biaya pembangkitan listrik

• Contoh : Pengembangan PLTU, PLTB, dan PLTA
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Rencana Aksi untuk Mengatasi Masalah (3/6)

(IT-4) Lemahnya kebijakan untuk elektrifikasi pedesaan

(RA-6a) Penyusunan Roadmap untuk elektrifikasi 
pedesaan
• Untuk menentukan/memperkirakan :

• Daerah yang akan dilistriki
• Sumber energi yang akan digunakan
• Biaya untuk elektrifikasi
• Pengorganisasian untuk operasi dan pemeliharaan

(RA-6b) Penerapan program-program pembangunan 
yang tercantum didalam Roadmap
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Rencana Aksi untuk Mengatasi Masalah 
(4/6)

(RA-7a) Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah

(RA-7b) Pembagian peranan yang jelas antara pemerintah pusat 
dan daerah dalam hal pengembangan proyek yang berkaitan 
dengan sektor kelistrikan

(RA-7c) Mengisi kekosongan pemahaman antara pemerintah pusat 
dan daerah

Menyelenggarakan rapat koordinasi dll

(IT-5) Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat 
dan daerah
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(RI-6) Kurangnya pengembangan dari Bauran Energi

(AP-8) Menggiatkan pembangunan insfrastruktur energi 
terbarukan dan gas alam
• PLTA, PLTPB

• Melakukan F/S, D/D dan studi-studi terkait
• Untuk menentukan sumber-sumber potensial
• Untuk mempersiapkan proses konstruksi

• Penerapan sistem “Feed-in-tariff” pada PLTPB
• Meningkatkan pengembangan infrastruktur suplai gas 

alam

Rencana Aksi untuk Mengatasi Masalah 
(5/6)
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(IT-7) Isu Peraturan/Keinstitusian

(RA-9) Revisi/transformasi Peraturan
• Undang-undang kelistrikan yang baru

• Persiapan untuk peraturan yang lebih teknis/detil
• Percepatan pengembangan energi terbarukan

• Penerapan sistem “Feed-in-tariff” pada PLTPB

(IT-8) Tantangan sebagai negara berkembang pertama yang 
mendeklarasikan sebuah “Rencana Aksi Perubahan Iklim Nasional”

(RA-8) Menggiatkan pengembangan infrastruktur energi terbarukan 
dan gas alam

Rencana Aksi untuk Mengatasi Masalah (6/6)
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Indikator untuk Lima Tahun Kedepan
(2010-2014)

Pembangunan Sektor Kelistrikan : 30.000 MW
Pembangunan Transmisi Listrik : 28.000 kms
Rugi Transmisi : < 10%
Rasio Elektrifikasi Pedesaan:

• Rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 80,4% 
pada tahun 2014

• Elektrifikasi pedesaan sebesar 98% pada tahun 
2014

Peningkatan efisiensi energi:
• Elastisitas energi: < 1.44 tahun 2014
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Hubungan antara Indikator dan Rencana 
Aksi (1/2)

Indikator Rencana Aksi Utama Rencana Aksi Pendukung

1 Pembangunan 
Pembangkit Listrik: 

30.000 MW

(RA-1) Peningkatan 
Kapasitas Suplai

(RA-5) Percepatan 
pengembangan pembangkit 
listrik yang membantu 
penurunan biaya 
pembangkitan

(RA-3) Revisi tabel tarif listrik

(RA-4) Pengurangan subsidi

(RA-7) Koordinasi erat antara 
pemerintah pusat dan daerah

(RA-9) Revisi/transformasi 
peraturan terkait

2 Transmission Line 
Development:

28,000 kmc

Transmission Loss: 
< 10%

(RA-1) Peningkatan 
Kapasitas Suplai

(RA-7) Koordinasi erat antara 
pemerintah pusat dan daerah

3 Rasio Elektrifikasi 
Pedesaan tahun 
2014

Rasio elektrifikasi 
rumah tangga : 
80.4%

Rasio elektrifikasi 
pedesaan : 98%

(RA-6a) Penyusunan 
Roadmap untuk Elektrifikasi 
Pedesaan

(RA-6b) Penerapan program-
program pengembangan 
yang tercantum dalam 
Roadmap

(RA-3) Revisi tabel tarif listrik

(RA-4) Pengurangan subsidi

(RA-7) Koordinasi erat antara 
pemerintah pusat dan daerah
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Hubungan antara Indikator dan Rencana 
Aksi (2/2)

Indikator Rencana Aksi Utama Rencana Aksi Pendukung

4 Elastisitas Energi:

< 1,44 tahun 2014

(RA-2) Penerapan Demand-
Side Management

5 Target Bauran 
Energi

(RA-8) Menggiatkan 
pembangunan infrastruktur 
energi terbarukan dan suplai 
gas alam
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Proyek-Proyek  Prioritas 
2010-2014

Proyek-proyek prioritas dibuat untuk mencapai 
target indikator 
• Proyek pembangunan pembangkit listrik

• Jaringan transmisi

• Gardu Distribusi

• Jaringan Distribusi

• Listrik Pedesaan

• Bantuan Teknis

Semua Proyek Sektor KelistrikanSemua Proyek Sektor Kelistrikan

Proyek FTP-1

Pendanaan dari 
APBN

Pendanaan dari 
APLN

Pinjaman 
Luar Negeri

Investasi dari 
Swasta (IPP)

Calon Proyek untuk Calon Proyek untuk 
Hibah/Pinjaman Luar Hibah/Pinjaman Luar 

NegeriNegeri
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Ringkasan Proyek Pembangunan Pembangkit 
Listrik dengan Pinjaman Luar Negeri

Jawa-Bali 19.003 MW
11.628 MW oleh PLN
7.375 MW oleh Swasta (IPP)

Luar Jawa-Bali 10.039 MW
6.450 MW oleh PLN
3.589 MW oleh Swasta (IPP)

----------------------------------------------------------------------------------
Total 29.042 MW

18.078 MW dibangun oleh PLN (termasuk proyek FTP-1)
10.964 MW dibagun oleh Swasta (IPP)

Dari total 18.078 MW, 10.000 MW termasuk dalam FTP-1.
Sisanya sebesar 8.078 MW kemungkinan oleh Pinjaman LN.
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Sejalan dengan rencana pembangunan nasional (RPJMN, 
Renstra, RUKN, RUPTL)
Biaya Proyek > 10 juta USD 
(Jumlah yang cocok untuk pinjaman LN)
Kesiapan/Kematangan Proyek
(Telah dilakukan Feasibility Study atau Detailed Design)

Ada negara donor yang tertarik
Proyek EIRR > 12%
Untuk mempercepat :
• Tercapainya target bauran energi

• Energi terbarukan (air dan panas bumi)
• Penurunan biaya pembangkitan
• Pencapaian indikator kunci keberhasilan dari sektor kelistrikan
• Efisiensi Energi dan konservasi

Dilakukan penerapan:
• Teknologi yang ramah lingkungan
• Teknologi terdepan

Bantuan Teknis (Technical Assistance) diberikan untuk 
mendukung tujuan-tujuan diatas

Kriteria Pemilihan Proyek dengan Pendanaan 
Pinjaman LN (Blue Book Candidate)
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Prosedur Penyusunan Daftar Calon Proyek 
untuk Blue Book 2010-2014

Project Assistance 
(PA) dari BB 2006-
2009

Technical Assistance 
(TA) dari BB 2006-
2009

Proposal PA/TA baru 
dari PLN

Proposal PA/TA baru 
dari MEMR

Skema PA/TA 
tambahan untuk 
mencapai indikator 
target

Kriteria 
Pemiliha
n

Daftar 
Calon 
Proyek 
BB 
2010-
2014

1. ---------

2. ---------

3. ---------

4. ---------

5. :

6. : 

4-2-22

Pertimbangan & Rekomendasi

Untuk mencapai indikator sasaran, dan mempercepat 
pembangunan, pertimbangan berikut dapat dilakukan :
• Percepatan lebih lanjut dari pengembangan energi terbarukan

• Lebih banyak calon proyek untuk PLTA danPLTPB
• Studi-studi untuk mendapatkan gambaran proyek potensial dan 

kesiapannya untuk dibangun
• Proyek-proyek mendesak yang diusulkan oleh Swasta (IPP) kepada 

pemerintah

• Percepatan pembangunan jaringan transmisi
• Percepatan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan

energi efisiensi
• Percepatan pencapaian target rasio elektrifikasi
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Daftar Calon Proyek untuk Blue Book dan Evaluasi 
Pendahuluannya (1/2)
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1 PA Steam Coal Fired Power Plant Indramayu Baru o o o o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

2 PA Merangin Hydropower Project in Sumatra (Jambi) o o o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

3 PA Geothermal Power Plant Hululais 1&2 o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

4 PA Geothermal Power Plant Kotamubagu 1, 2, 3 &4 o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

5 PA Geothermal Power Plant Sungai Penuh 1 & 2 o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

6 PA Geothermal Power Plant Tulehu o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

7 PA Geothermal Power Plant Mataloko o o o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

8 PA  HVDC Java – Sumatra o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

9 PA Interconnection of West Kalimantan-Serawak o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

10 PA Scattered Transmission Lines & Substations in Indonesia o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

11 PA Electrification Development Program in Sumatra o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

13 TA Geothermal Power Plant Hulu lais o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

14 TA Geothermal Power Plant Kotamubagu o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

15 TA Geothermal Power Plant Sungai Penuh o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

16 TA Geothermal Power Plant Sembalun o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

17 TA Geothermal Power Plant Ulumbu o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

18 TA Master Plan Study for Scattered Geothermal in Indonesia o o o o o o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

19 TA Detailed Master Plan Study for Greater Jakarta o
Proposed from PLN to
BAPEPNAS (Dec. 2009)

20 TA/PA Malea Hydropower project in Sulawesi o o o o o
21 TA/PA Peusangan-4 Hydropower project in NAD o o o o o

TA/PANo.
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Status
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Daftar Calon Proyek untuk Blue Book dan 
Evaluasi Pendahuluannya (2/2)

22 TA/PA Bonto Batu Hydropower Project in Sulawesi o o o o o
23 TA/PA

Bakaru Rehabilitation and Bakaru II Hydropower project
in Sulawesi o o o o o

24 TA/PA Isal-2 Hydropower project in Maluku (Seram) o o o o o
25 TA/PA Grindulu Pumped Storage Power Project o o o o
26 TA/PA Matenggeng Pumped Storage Power Project o o o o
27 TA/PA Pugar Sea Water Pumped Storage Power Project o o o o
28 TA/PA Karaha Geothermal Project o o o o o o
29 TA/PA Ulubelu 3,4 Geothermal Project o o o o o o
30 TA/PA Lahendong 5,6 Geothermal Project o o o o o o
31 TA/PA Lumut Balai 3,4 Geothermal Project o o o o o o
32 TA/PA Kamojang 5 Geothermal Project o o o o o o

33 TA
Technical assistance for rehabilitation/improvement of
existing coal fired steam power plant by applying Clean
Coal Technologies (CCTs)

o o o o

34 PA
Upgrading Transmission Capacity of 500 kV Line in West
Java o o o

35 PA
Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project
II & III o o o o

36 PA Malay-Sumatra Interconnection Transmission Line Project o o o o
37 TA

Technical assistance related to energy efficiency and
conservation o o o

38 TA Technical assistance for rural electrification master plan o o

o

(Blamk)

: Information not available / Candidate project which may not satisfy the criteria

: Candidate project which may satisify the criteria
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Studi untuk
Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah

Laporan Akhir

Republik Indonesia

Ringkasan

Bab 4  Uraian Masing-Masing Sektor
Bagian 4.3

Sektor Air dan Saluran Pembuangan

Maret 2010
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I. Hal yang Perlu Ditindaklanjuti dalam RPJMN 2010-2014 (1/6)

Kemajuan Lambat pada Pembangunan di Sektor Pasokan Air (1/2)

Institusi dan legislasi
1. Kapasitas institusi dan sumber daya manusia yang 

rendah,
2. Pendekatan tingkat rendah dan fungsi organisasi, 

gugus tugas, serta pihak berwenang yang tidak
memadai,

3. Kegiatan SPAM yang tidak memadai, dan
4. Penguatan manajemen SPAM/PDAM.

Kurangnya Pendanaan
1. Kurangnya dana untuk pembangunan dan O&P 

akibat rendahnya tarif air dan akumulasi hutang
yang besar jumlahnya,

2. Investasi untuk pembangunan SPAM yang 
tergantung pada pinjaman asing alih-alih
mengembangkan sumber-sumber pendanaan
alternatif di dalam negeri, dan

3. Rendahnya komitmen dan prioritas sumber
pendanaan dari pemerintah setempat.
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Penurunan kuantitas dan kualitas air
1. Penurunan kualitas wilayah sungai akibat terbatasnya pengelolaan DAS dan

meningkatnya kegiatan masyarakat dan industri tanpa adanya perlindungan terhadap
lingkungan,

2. Penurunan kualitas air akibat polusi oleh air limbah yang tidak diolah dengan layak,
3. Perijinan penggunaan air yang tidak konsisten dengan peraturan hingga mengakibatkan

konflik antar pengguna air, dan
4. Kurangnya peraturan atau tata tertib yang tegas terhadap alokasi air bagi para pengguna

air.

Cakupan yang minimum dan rendahnya kualitas pelayanan
1. Besarnya jumlah air yang hilang dalam sistem perpipaan,
2. Tekanan rendah pada jaringan distribusi air, terutama akibat kurangnya air, dan
3. Biaya produksi lebih tinggi daripada tarif air.

I. Hal yang Perlu Ditindaklanjuti dalam RPJMN 2010-2014 (2/6) 

Kurangnya rasa kepemilikan pada diri masyarakat terhadap perencanaan, 
pembangunan dan O&P sistem pasokan air.

Kemajuan Lambat pada Pembangunan di Sektor Pasokan Air (2/2)
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1. Penguatan kelembagaan dan legislasi untuk pembangunan
fasilitas saluran pembuangan dan kinerja O&P selain dari
Undang-Undang No. 7 tahun 2004 pasal 21 paragraf (2) 
mengenai Sumber Daya Air, 

2. Terbatasnya sumber dana investasi untuk sektor saluran
pembuangan akibat rendahnya prioritas sektor ini dalam
pembangunan,

3. Perbaikan terhadap kualitas sumber air yang makin menurun, 
terutama di wilayah perkotaan yang luas,

4. Tidak adanya master plan untuk pengelolaan air limbah yang 
berisi tujuan pembangunan fasilitas dan kualitas air,

5. Rendahnya tingkat pengelolaan organisasi terhadap O&P 
fasilitas saluran pembuangan, tidak adanya pengolahan yang 
layak terhadap air limbah dan pemulihan layanan berbiaya penuh, 
serta

6. Rendahnya kesadaran bangsa akan pentingnya sanitasi, dan
7. Kerjasama sektor swasta dalam hal pendanaan untuk

pengelolaan air limbah termasuk pembangunan dan O&P 
terhadap fasilitas.

I. Hal yang Perlu Ditindaklanjuti dalam RPJMN 2010-2014 (3/6) 

Kemajuan Lambat dan Pembangunan Terbatas pada Pengolahan
dan Pengelolaan Air Limbah On-Site maupun Off-site
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4. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah padat misalnya personel pemerintah
setempat dan pemangku kepentingan terkait, dampak buruk terhadap lingkungan di wilayah
sekitar akibat pembuangan limbah padat secara terbuka tanpa pengolahan yang layak (secara
terkendali atau penimbunan sampah secara sehat - sanitary landfill), dan teknologi di tempat
pembuangan akhir.

5. Kesulitan memperoleh lahan untuk tempat pembuangan akhir yang baru.

I. Hal yang Perlu Ditindaklanjuti dalam RPJMN 2010-2014 (4/6)

1. Penguatan regulasi, norma, standar, panduan, 
manual dan prosedur operasi menurut UU No. 
18/2008 mengenai pengelolaan limbah padat, 

2. Pengembangan dana untuk pengelolaan
limbah padat selain dari anggaran pemerintah, 
termasuk dari dana umum, kerjasama swasta, 
investasi swasta dan dana CSR,

3. Pengurangan volume limbah padat melalui
penguatan prinsip 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle), dan layanan transportasi disediakan
oleh pemerintah setempat,

Pengelolaan Limbah Padat
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Meningkatnya Klaim Stagnasi Drainase

1. O&P yang terbatas pada sistem drainase
di wilayah genangan akibat pendanaan
yang tidak memadai,

2. Kelangkaan sistem pembuangan limbah
padat dan rendahnya kesadaran
masyarakat tentang membuang sampah
ke saluran drainase

3. Meluasnya daerah genangan akibat
kurangnya pertimbangan mengenai
aliran drainase alami oleh proyek
perumahan baru, 

4. Tidak adanya master plan untuk
mengintegrasikan jaringan drainase
yang ada, dengan mempertimbangkan
perubahan iklim global, dan,

5. Hambatan terhadap aliran drainase oleh
hunian ilegal dan pengendalian yang 
terbatas oleh pemerintah setempat.

I. Hal yang Perlu Ditindaklanjuti dalam RPJMN 2010-2014 (5/6)
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1. Penyusunan proyek-proyek percontohan melalui implementasi

proyek tersebut di sektor air dan sanitasi, terutama terkait

dengan perbaikan kinerja PDAM,

2. Pelaksanaan studi kelayakan terhadap proyek-proyek kandidat

pada PPP 2009, dengan tujuan mengidentifikasi kerangka kerja

yang paling efektif dari tiap proyek untuk investor umum dan

swasta,

3. Perbaikan terhadap prosedur bagi-resiko antara pemerintah, 

investor dan pemangku kepentingan lain, dan

4. Peningkatan kapasitas personel untuk terlibat dalam

perencanaan dan pelaksanaan skema PPP.

I. Hal yang Perlu Ditindaklanjuti dalam RPJMN 2010-2014 (6/6)

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Skema PPP
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Kebijakan Strategi

I.
Peningkatan
Kesejahteraan
Sosial

1. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas hunian dengan prioritas pada
wilayah miskin

2. Pembangunan infrastruktur berbasis-komunitas
3. Perbaikan terhadap kerjasama antar badan

II.
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan infrastruktur menghadapi perubahan iklim
3. Mendorong kampanye publik

III.
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi

1. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
2. Peningkatan partisipasi dan kerjasama antar BUMN dan badan usaha

lain/sektor swasta.
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk perkembangan

ekonomi
4. Penguatan dan pengembangan keterkaitan antar wilayah, daerah

perkotaan dan daerah pinggiran

IV.
Peningkatan
Kapasitas bagi
Pemerintah
Wilayah

1. Revisi terhadap undang-undang dan peraturan terkait dengan standar
pelayanan minimum

2. Peningkatan partisipasi dan kerjasama antar BUMN dan badan usaha
lainnya

3. Penetapan mekanisme koordinasi dan kendali untuk mewujudkan
kebijakan dan strategi nasional di wilayah perkotaan ,

4. Peningkatan peran pemerintah dan propinsi dalam perbaikan kinerja
infrastruktur dan fasilitas hunian

II. Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2010-2014
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Kebijakan Strategi Program/Kegiatan

I.
Peningkatan
Kesejahteraan
Sosial

1. Perbaikan
infrastruktur dan
fasilitas hunian
dengan prioritas pada
wilayah miskin

Pasokan air
1. Pembangunan fasilitas di wilayah perkotaan/IKK
2. Pembangunan fasilitas di wilayah pinggiran, wilayah

perbatasan dan pulau-pulau, wilayah depresi, dan
wilayah berpendapatan rendah

3. Pembangunan SPAM di wilayah pinggiran

2.
Pembangunan
infrastruktur berbasis-
komunitas

Pasokan air
1. Pembangunan fasilitas di wilayah pinggiran
2. Penyediaan fasilities di wilayah pinggiran

Sanitasi
1. Pengembangan SANIMAS
2. Pengembangan sistem pembuangan limbah terpadu

dengan 3R
3. Pembangunan jaringan drainase

3.
Perbaikan terhadap
kerjasama antar badan

Pasokan air
1. Mendorong kerjasama antar pemerintah lokal dalam

implementasi SPAM
2. Penyediaan infrastruktur air dasar

III. Program/Kegiatan di Bawah Kebijakan dan Strategi pada
RPJMN 2010-2014 (1/5)
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III. Program/Kegiatan di Bawah Kebijakan dan Strategi pada
RPJMN 2010-2014 (2/5)

Kebijakan Strategi Program/Kegiatan

II.
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan

1.Pembangunan
infrastruktur

Pasokan air
1.Pelaksanaan proyek percontohan daur

ulang dan pakai ulang air limbah

2.Pembangunan
infrastruktur
menghadapi
perubahan iklim

Tidak ada program/kegiatan di bidang
pasokan air dan sanitasi

3.Mendorong
kampanye publik

Pasokan air
1.Kampanye publik kepada pemangku

kepentingan dan masyarakat
mengenai perlindungan sumber air 
dan perbaikan perilaku penggunaan
air



4-3-11

Kebijakan Strategi Program/Kegiatan

III.
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi

1. Pembangunan
infrastruktur untuk
meningkatkan daya
saing

Pasokan air
1. Pasokan air pipa di wilayah zona strategis/zona

ekonomi nasional

Sanitasi
1. Pembangunan sistem pembuangan limbah off-site
2. Pembentukan sistem melalui investasi swasta

2. Peningkatan partisipasi
dan kerjasama antar
BUMN dan badan usaha
lain/sektor swasta.

Pasokan air
1. Fasilitasi skema PPP
2. Pembangunan sistem pasokan air melalui pipa

3. Perbaikan dan
pembangunan
infrastruktur untuk
perkembangan ekonomi

Pasokan air
1. Panduan dan pengelolaan teknis untuk PDAM
2. Penyediaan air minum di wilayah strategis oleh

PDAM

Sanitasi
1. Pembangunan infrastruktur air limbah dengan

sistem on-site
2. Pembangunan jaringan drainase

4. Penguatan dan
pengembangan
keterkaitan antar
wilayah, daerah urban 
dan daerah terpencil

Tidak ada program/kegiatan dalam bidang pasokan
air dan sanitasi

III. Program/Kegiatan di Bawah Kebijakan dan Strategi pada
RPJMN 2010-2014 (3/5)
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Kebijakan Strategi Program/Kegiatan

IV.
Peningkatan
Kapasitas
bagi
Pemerintah
Wilayah

1. Revisi terhadap
undang-undang dan
peraturan terkait
dengan standar
pelayanan minimum

Pasokan air
1. Penyusunan draft peraturan presiden dan tata tertib

air minum
2. Penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur dan

kriteria)
3. Implementasi dan pengembangan SPAM
4. Pembangunan fasilitas air minum di wilayah

pinggiran (sistem PAMSIMAS)

Sanitasi
1. Penyusunan NSPK untuk saluran pembuangan, 

drainase, dan pengelolaan limbah padat

2. Mendorong kerjasama
antar institusi untuk
memperkuat kapasitas
keuangan dan
kapasitas teknis
pemerintah setempat
dalam mencapai tujuan
pembangunan

Pasokan air
1. Fasilitasi terhadap pembangunan sistem perpipaan
2. Bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas bagi

pemangku kepentingan di tingkat lokal

Sanitasi
1. Pengembangan sumber finansial dan pola investasi

saluran pembuangan, pengelolaan limbah padat
dan drainase

2. Bantuan teknis dan panduan mengenai saluran
pembuangan, limbah padat dan drainase

III. Program/Kegiatan di Bawah Kebijakan dan Strategi pada
RPJMN 2010-2014 (4/5)
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Kebijakan Strategi Program/Kegiatan

IV.
Peningkatan
Kapasitas bagi
Pemerintah
Wilayah

3. Penetapan mekanisme
koordinasi dan kendali
untuk mewujudkan
kebijakan dan strategi
nasional di wilayah
perkotaan

Pasokan air
1. Fasilitasi terhadap restrukturisasi hutang PDAM

4. Peningkatan peran
pemerintah dan propinsi
dalam perbaikan kinerja
infrastruktur dan fasilitas
hunian

Pasokan air
1. Realisasi NSPK dan berbagai kebijakan kepada

pemangku kepentingan tingkat lokal untuk
meningkatkan kapasitas dalam implementasi dan
pengembangan pasokan air

2. Bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas bagi
pemangku kepentingan tingkat lokal dalam
mengembangkan SPAM terkait dengan
implementasi NSPK

3. Monitoring, evaluasi dan supervisi
pengembangan SPAM, dan pelaksanaan
program-program wilayah bersama dalam
mengembangkan SPAM

Sanitasi
1. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja

pembangunan infrastruktur untuk saluran
pembuangan, pengelolaan limbah padat dan
drainase

III. Program/Kegiatan di Bawah Kebijakan dan Strategi pada
RPJMN 2010-2014 (5/5)
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1. Tersedianya akses atas air minum bagi 70 % penduduk di akhir
2014, dengan akses atas pasokan air minum lewat pipa sebesar
32 % dan non-pipa sebesar 38 %,

2. Tersedianya akses atas sistem saluran pembuangan (off-site) bagi
10 % penduduk melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat
untuk wilayah perkotaan sebesar 5% dan sistem komunal sebesar
5%, serta penyediaan akses atas sistem on-site bagi 90 % penduduk,

3. Tersedianya akses atas pengelolaan limbah padat bagi 80 % rumah
tangga di wilayah perkotaan, dan

4. Pengurangan wilayah genangan sebesar 22.500 ha di 100 wilayah
perkotaan strategis.

IV. Indikator Keluaran pada RPJMN 2010-2014

Target pada RPJMN 2010-2014
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V. Candidate Proyek-proyek untuk Buku Biru 2010-2014 dan Buku PPP

Status Proyek dalam Buku Biru 2006-2009 dan Buku PPP per September 2009

Cipta Karya/Departemen Pekerjaan Umum
Bantuan Proyek (PA)
Proyek Air dan Sanitasi 5
Proyek Pasokan Air 4
Proyek Sanitasi (Saluran Buangan, Limbah Padat, atau Drainase) 8
Total 17 perlu dana

Bantuan Teknis (TA)
Proyek Air dan Sanitasi 0
Proyek Pasokan Air 4
Proyek Sanitasi (Saluran Buangan, Limbah Padat, atau Drainase) 22
Total 26 perlu bantuan

Skema PPP/BAPPENAS
Proyek yang Siap Ditawarkan dalam Pasokan Air 1
Proyek Prioritas dalam Pasokan Air 8
Proyek Prioritas dalam Pengelolaan Limbah Padat 2
Proyek Kandidat 11
Total 22 perlu bantuan

Perlu Kerangka Kerja
yang Paling 
Menguntungkan dalam
Skema PPP bagi
Pemangku Kepentingan
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1. Proyek pasokan air harus meningkatkan kinerja PDAM di wilayah perkotaan, 
terutama dalam hal pengurangan UFW dan peningkatan koneksi untuk mendukung
restrukturisasi PDAM, dan mengembangkan fasilitas pasokan air berbasis-komunitas
dengan kapasitas operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan di masyarakat demi
mewujudkan MDG.

2. Proyek saluran pembuangan harus memperkuat fasilitas saluran pembuangan
yang telah ada di wilayah metropolitan atau wilayah perkotaan yang luas dari populasi
yang dilayani dan meningkatkan kualitas layanan demi menciptakan lingkungan air 
yang lebih baik dan memelihara kualitas sumber air untuk pasokan air minum. Fasilitas
on-site akan dikembangkna lebih lanjut di wilayah pinggiran untuk mewujudkan MDG.

3. Proyek pengelolaan limbah padat harus mengembangkan tempat pembuangan akhir
sampah demi memenuhi persyaratan UU No. 18 tahun 2008, dan dengan kerjasama
regional dalam membangun lokasi pembuangan akhir.

4. Proyek drainase harus mencakup kampanye kesadaran publik terhadap
lingkungan dan sanitasi serta perbaikan jaringan drainase.

5. Proyek kandidat yang tersisa dalam RPJM 2006-2009 harus memiliki prioritas
tinggi, tanpa mencakup proyek yang tidak terwujud dalam 3 tahun.

VI. Candidate Proyek-proyek untuk Buku Biru 2010-2014 dan Buku PPP (1/3)

Prioritas bagi Candidate Proyek



4-3-17

VI. Candidate Proyek-proyek untuk Buku Biru 2010-2014 dan Buku PPP (2/3)

1. Kesesuaian untuk Pengembangan Kebijakan/Strategi Regional dan
Sektor

2. Mendesak dan Perlu

3. Aspek keuangan

4. Aspek ekonomi

5. Isu-isu Implementasi

6. Kesesuaian bagi kerjasama internasional dalam mengatasi kesulitan
teknis.

Kategori Evaluasi Utama dalam Kriteria:

Perlu dicatat bahwa data mengenai candidate proyek-proyektidak tersedia
untuk evaluasi proyek menggunakan matriks penilaian di halaman berikut
selama Periode Studi.
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VI. Candidate Proyek-proyek untuk Buku Biru 2010-2014 dan Buku PPP (3/3)

Evaluation Items Weight Point: 1 2 3 4 5 Score

25% Regional Development Plan in RPJMN
2010-2014

15% Not strategically developing
area in RPJM

between items 1 and 3 Not strategically developing
area in RPJM but the concept
is applicable

between items 3 and 5 Strategically developing area
in RPJM

Sector Development Plan in
RENSTRA 2010-2014

10% Not strategically developing
area in RENSTRA

between items 1 and 3 Not strategically developing
area in RENSTRA but the
concept is applicable

between items 3 and 5 Strategically developing area
in RENSTRA

Sub-total － － － － －

25% Gap of Present Status and National or
MDG Target of Outcome Indicator

15% < 5% 5% to 10% 10% to 20 % 20% to 30% > 30%

Contribution to poverty alleviation and
equitable growth mechanism

10% Not included into Project
Components

between items 1 and 3 One of Project Components between items 3 and 5 Main Purpose of the Project

Sub-total － － － － －

20% Financial IRR 5% < 5 % 5% to 8 % > 8% 8% to 12% >12 %

Availability of Financial or Business
Plan

5% No preparation under preparation Prepared Reasonable plan Realistic Plan

Possibility of Full Cost Recovery 5% Not possible between items 1 and 3 Possible with conditions on
governmental support

between items 3 and 5 Sufficiently autonomous by
revenue

Application of Subsidiary Loan 5% Applied － － － Not Applied

Sub-total － － － － －

10% Number of beneficiaries, 5% < 10,000 10,000 to 50,000 50,000 to 100,000 100,000 to 200,000 >200,000

Economic IRR 5% < 5 % 5% to 8 % > 8% 8% to 12% >12 %

Sub-total － － － － －

10% Maturity 3% Master Plan Preliminary Feasibility Study Feasibility Study Basic Design Detailed Design

Capacity of responsible bodies for
planning, implementation and O&M

5% bad between items 1 and 3 fair between items 3 and 5 excellent

Social and environmental issues 2% EIA is planned to be
executed.

between items 1 and 3 EIA is being executed. between items 3 and 5 EIA is completed.

Sub-total － － － － －

10% Technical Difficulty 7% Conventional technology in
Indonesia

between items 1 and 3 Necessity of foreign support
in safety and reliability of
applied technology

between items 3 and 5 Application of new/ high
technology in Indonesia

Difficulty of Private Finance 3% High FIRR between items 1 and 3 Reasonable FIRR but need of
Government Finance to part
of the Project

between items 3 and 5 Low Possibility of Private
Investment

Accessibility of Foreign Experts to the
Project Site from the view points of
culture, security, and so on

2% bad between items 1 and 3 fair between items 3 and 5 excellent

Sub-total － － － － －

100%

Categories

1.   Fitness for Regional
and Sector
Development
Policy/Strategy

2.   Urgency and
Necessity

3.   Financial Issues

4.   Economic Issues

5.   Issues on
Implementation

6.   Appropriateness for
international cooperation
in technical difficulty.

Total Score

Matriks Penilaian yang Diusulkan bagi Candidate Proyek
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Studi untuk
Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah

Laporan Akhir

Republik Indonesia

Ringkasan

Bab 4  Uraian Masing-Masing Sektor
Bagian 4.4

Sektor Sumber Daya Air dan Sektor Irigasi

Maret 2010
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1. Persaingan Indonesia dalam
Infrastruktur Sumber Daya Air

Indikator Indonesia Peringkat

i)   Ketersediaan Sumber Daya Air 
Tahunan per kapita

12,400 m3/tahun 3 dari 8

ii)   Rasio Pengambilan Air Bersih 3 % 6 dari 8

iii)   Kapasitas Penyimpanan
Bendungan per kapita

69 m3/orang 4 dari 5

iv)   Jumlah bendungan besar (lebih
tinggi dari 15 m)

96 bendungan 4 dari 8

v)   Kepadatan Bendungan Besar
(Jumlah bendungan besar per 1,000 
km2)

0.05 
bendungan/1,0

00 km2

5 dari 8

vi)   Kepadatan bendungan besar
(Jumlah bendungan besar per juta
orang)

0.47 dams/juta
orang

5 dari 8

Countries considered are the ASEAN members including Cambodia, Malaysia, the Philippines, 
Thailand and Viet Nam, and BRICs members such as China and India.
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2. Isu Regional dan Arah Pembangunan
Sektor SDA (1/3)

Daerah Isu Utama Arahan

Sumatra

(Populasi: 
22%)

• Pembalakan kayu liar dan perusakan
hutan, daerah tangkapan air yang kritis

• Fasilitas irigasi Memburuk

• Konflik air antara irigasi dan DMI 
(Medan, Padang)

• Kebanjiran dan Tanah longsor

• WR pengelolaan dan pengembangan

• Rehabilitasi fasilitas irigasi yang 
buruk

• Alokasi air dan penguraian konflik
pada area kota

• Pengelolaan banjir dan pengelolaan
bencana

Java

(58%)

• Pembalakan kayu liar dan perusakan
hutan, daerah tangkapan air yang kritis

• Memburuknya Lingkungan Air

• Kondisi stress air yang parah, 
meningkatkan konflik air

• Fasilitas irigasi Memburuk

• Kebanjiran dan Tanah longsor

• Kurangnya koordinasi/pengelolaan dari
sumber daya air

• WR pengelolaan dan pengembangan

• Pengontrolan air limbah dan
pengelolaan air

• Penguatan dari sumber daya air 
terpadu (IWRM)

• Rehabilitasi fasilitas irigasi yang rusak

• Pengelolaan banjir dan Pengelolaan
bencana

• Penguatan institusi pengelolaan
organisasi dari river basin
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2. Isu Regional dan Arah Pembangunan
Sektor SDA (2/3)

Daerah Isu Utama Arahan

Kalimantan

(6%)

• Pembalakan kayu liar dan
perusakan hutan, daerah tangkapan
air yang kritis

• Kerusakan fasilitas irigasi dan rawa
dikarenakan pemeliharaan yang 
buruk

• Konflik antar komunitas

• Rendahnya cakupan suplai air dan
sanitasi (jauh di bawah target 
MDGs)

• Pengelolaan dan pengembangan SDA

• Rehabilitasi fasilitas irigasi yang rusak

• Menyediakan akses air yang 
terjangkau di daerah terpencil

Sulawesi

(7%)

• Kerusakan fasilitas irigasi

• Kondisi stres air parah, 
meningkatnya konflik air (Sulawesi
Selatan)

• Banjir

• Rehabilitasi kerusakan fasilitas irigasi

• Penguatan Pengelolaan SDA terpadu
(PSDAT/IWRM) di wilayah-wilayah
sungai yang mengalami stress 

• Pengelolaan banjir dan pengelolaan
bencana
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3. Isu Regional dan Arah Pembangunan
Sektor SDA (3/3)

Daerah Isu Utama Arahan

Nusa
Tenggara
dan Bali

(5%)

• Deforestrasi daerah tangkapan

• Kerusakan fasilitas irigasi dikarenakan
kurangnya pemeliharaan

• Kondisi stres air parah, meningkatnya
konflik air (NTB and Bali)

• Rendahnya cakupan suplai air dan
sanitasi (jauh di bawah target MDGs)

• Pengelolaan SDA

• Pengembangan SDA dengan fokus
pada peningkatan tampungan air skala
kecil

• Rehabilitasi kerusakan fasilitas irigasi

• Suplai air baku pada daerah-daerah
terpencil

Maluku
dan Papua
(2%)

• Kerusakan fasilitas irigasi • Rehabilitasi fasilitas irigasi yang rusak
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4. Tujuan dari Sektor Sumber Daya Air 
Untuk RPJM 2010-2014

1. Meningkatkan Kapasitas Penampungan Air yang didukung
dengan mempertahankan pengelolaan sumber daya air (WR) 

2. Optimalisasi alokasi air untuk kebutuhan dasar masyarakat
dan aktivitas produktif, serta pemanfaatan air secara efektif
dan efisien

3. Pencegahan bencana untuk infrastruktur WR, dan
pengurangan dampak dari bencana

4. Peningkatan kapasitas institusi dalam pengelolaan WR dan
pemberdayaan dari pemangku kepentingan untuk
memperbaiki pengelolaan kinerja dari WR 

5. Meningkatkan trasparansi dan kemampuan informasi dan
data mengenai sumber daya air
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a. Pembangunan infrastruktur yang kuat (terutama di jawa, 
Sumatra and Sulawesi)

Mempertahankan pengelolaan dan pengembangan WR 

Peningkatan dan pengembangan kapasitas supply air 
baku

Pengendalian banjir dan pengelolaan bencana

5. Area Investasi Difokuskan pada
Sektor Sumber Daya Air (1/3)

b. Peningkatan Infrastruktur di kota utama (terutama di
Jawa, Sumatra and Sulawesi)

Peningkatan level perlindungan banjir pada sungai
di perkotaan
Peningkatan perbaikan drainase di perkotaan
Peningkatan lingkungan sungai perkotaan
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c. Syarat dasar layanan Infrastruktur pada area tertindas
kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi (di
seluruh indonesia terutama di Nusa Tenggara)

Pengembangan tampungan dalam skala kecil dan
fasilitas penampungan air untuk irigasi serta
supply air rumah tangga in the dry Nusa Tenggara
area 

Rehabilitation of deteriorated river and water 
supply facilities with priorities for implementation 
in the whole Indonesia 

5. Area Investasi Difokuskan pada
Sektor Sumber Daya Air (2/3)
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d. Adaptasi Perubahan Iklim

Peningkatan level perlindungan banjir pada sungai
di perkotaan di Sumatera dan Jawa

Pengendalian banjir dan pengelolaan bencana
untuk area yang mudah terkena bencana
berdasarkan potensi kerusakan (Nationwide)

Pengelolaan Pantai yang berarti perlindungan
pantai dan konservasi laut di Jawa, Sumatra, 
Sulawesi, Bali and Nusa Tenggara

5. Area Investasi Difokuskan pada
Sektor Sumber Daya Air (3/3)
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6. Fokus Prioritas Area untuk Pengembangan
Sektor Irigasi
(seperti pada Des. 2009)

Fokus prioritas area untuk pengembangan irigasi

UNTUK MENDUKUNG LAYANAN PANGAN 
NASIONAL

Pengembangan/peningkatan jaringan irigasi
untuk mengairi area sebesar 500 juta ha

Rehabilitasi jaringan irigasi pada area sekitar
1.34 juta ha

Memperbaiki O&P jaringan irigasi untuk area 
sekitar 2.315 million ha 

Indikator hasil dari program irigasi (Renstra 2010-2014)
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7. Prediksi Konsumsi dan Suplai Beras

Kebutuhan produksi padi (Paddy Demand) pada kondisi produksi saat ini: 
Defisi produksi padi

2014 : 2.5 juta ton 

2020 : 5.6 juta ton 

2025 : 7.8 juta ton 

Item Unit
RPJM 1 RPJM 2

2009 2012 2014 2020 2025

Penduduk ('000 orang) 231,370 239,688 245,022 257,791 266,988 

Konsumsi beras per kapita (kg/orang/tahun) 140.80 139.15 139.15 139.15 139.15 

Stok Beras Darurat di BULOG ('000 tons/tahun) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Kebutuhan Total Stok Beras ('000 tons/tahun) 34,077 34,853 35,595 37,372 38,651 

Supply Beras Import ('000 tons/tahun) 0 0 0 0 0 

Faktor Konversi (Laju Penggilingan 
Pasca Panen + Kerugiannya)

0.566 0.566 0.566 0.566 0.566 

Kebutuhan Total Supply Padi ('000 tons/tahun) 60,207 61,577 62,888 66,028 68,289 

Upland Supplai Padi ('000 tons/tahun) 3,191 3,264 3,333 3,499 3,619 

Benih untuk stok sendiri ('000 tons/tahun) 903 924 943 990 1,024 

Kebutuhan Produksi Padi Rawa ('000 tons/tahun) 57,919 59,237 60,499 63,519 65,694 

4-4-12

Produksi beras di pulau Sumatera sangatlah berlebih, dan fungsi daerah 
ini adalah daerah penyuplai beras ke daerah Jawa dan Bali. 

Masih ada sistem irigasi yang belum terselesaikan dimana headworks 
and the head reaches di beberapa bagian sudah terselesaikan.

Untuk mempertahankan potensi pengelolaan irigasi yang 
tersisa secara effektif dan untuk meningkatkan/menjaga the 
produksi dari sistem irigasi yang sudah terpakai , 
rehabilitasi/peningkatan dari sistem irigasi tersebut harus 
diusulkan.  

Dan juga, proyek irigasi bendungan harus diusulkan
dengan menggunakan air yang tersedia dan sumber daya
lahan (area tadah hujan).

Daerah Sumatera

8. Strategi Pengembangan Daerah untuk
Sektor Irigasi (1/5)
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Produksi beras di Indonesia kebanyakan mengandalkan dari pulau Jawa.
Lahan padi dari area layanan irigasi dan area tadah hujan 46.0 % dari
keseluruhan lahan padi di Indonesia

Produksi padi di Jawa 56.6 % dari total produksi di Indonesia

Ketersediaan air pada musim kemarau tidak cukup.   

Pengurangan area irigasi terjadi secara terus menerus dengan nilai rata-
rata tahunan sekitar 18,000 ha dikarenakan adanya urbanisasi.  

Rehabilitasi dan perbaikan dari sistem irigasi yang sudah ada, 
dan pengelolaan/perbaikan harus dipertahankan untu mendapatkan
hasil produksi yang tinggi di masa yang akan datang dan untuk
memperbaiki penggunaan air yang effisien guna menghadapi
penggunaan pada konflik air

Sumber daya air di jawa sangatlah terbatas di Jawa.  Pemanfaatan
effektif tampungan air sangatlah penting.  Jadi, perbaikan dan
modernisasi dari skala besar proyek irigasi disediakan dari
waduk perlu diusulkan.

Daerah Jawa

8. Strategi Pengembangan Daerah untuk
Sektor Irigasi (2/5)
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Produksi beras di area ini tidak cukup untuk dikonsumsi. 

Pendapatan per kapita di daerah ini adalah yang terendah di Indonesia, 
Prosentase tingkat kemiskinan di desa maupun di kota sangatlah tinggi.

Perhatian yang lebih harus diberikan di daerah ini untuk menciptakan
lapangan kerja yang tepat untuk memperbaiki kemiskinan dan
kesenjanga dengan daerah lain. 

Perbaikan/modernisasi sistem irigasi yang sudah ada untuk
meningkatkan tingkat produksi beras harus diusulkan. 
Proyek irigasi bendungan untuk penggunaan sumber daya air 
yang terbatas pada musim hujan harus diusulkan.

Daerah Bali & Nusa Tenggara

8. Strategi Pengembangan Daerah untuk
Sektor Irigasi (3/5)
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Area irigasi di daerah ini belum dikembangkan secara luas, walaupun
sumber daya air dan sumber daya lahan sangatlah banyak dan tidak
terpakai. 

Untuk menambahkan tingkat kecukupan beras, pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi sangatlah dibutuhkan.

Pengembangan irigasi dari skala kecil ke sedang, dan
perbaikan/modernisasi dari sistem yang sudah ada harus diusulkan.

Daerah Kalimantan

Daerah Sulawesi

Daerah ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menyuplai
beras ke daerah yang kekurangan beras seperti Jawa. 

Ketersediaan air sangatlah berlebih pada musim kemarau dan kondisi
sawah tadah hujan masih tersisa banyak. 

Proyek irigasi bendungan dan rehabilitasi / peningkatan dari 
sistem irigasi yang sudah ada harus diusulkan untuk 
mempertahankan posisi sebagai daerah penyuplai beras.

8. Strategi Pengembangan Daerah untuk
Sektor Irigasi(4/5)
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Produksi beras di daerah ini lebih kecil dari kebutuhannya. 

Prosentase masyarakat di bawah garis kemiskinan di area pedesaan
merupakan tertinggi di Indonesia

Kebutuhan peningkatan dan pengelolaan irigasi sangat tinggi untuk
menaikkan tingkat kecukupan beras dan untuk meningkatkan
penghasilan petani. 

Pengembangan dari skala kecil ke besar sangatlah dianjurkan
untuk meningkatkan kondisi yang mencukupi dan dianjurkan
pula program ekonomi pedesaan. Selain itu, pengelolaan
dalam skala besar jg menganjurkan dari segi skala ekonomi.

Daerah Maluku and Papua

8. Strategi Pengembangan Daerah untuk
Sektor Irigasi (5/5)
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9. Candidate Projects for Next Blue Book 
2010-2014

Pada Desember 2009, calon proyek untuk buku
biru yang baru 2010-2014 adalah di bawah
persiapan DGWR. 

Tabel di bawah ini adalah urutan kandidat
ternominasi untuk asisten program (AP) Dan 
asisten teknis (AT) yang akan diidentifikasi oleh
tim studi yang dikumpulkan berdasaran informasi
dari DGWR （hanya kebutuhan informasi saja).

PA: 21 PROYEK KANDIDAT
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10. Draft Daftar Kandidat Dari PA untuk Buku
Biru 2010-2014 pada Des. 2009 (1/2)

No. Nama Proyek Lokasi
Pinjaman
(US$ 000)

Counterpart 
Pendanaan
(US$ 000)

1 Penanggulangan untuk Endapan di Waduk Serbaguna

Wonogiri Lapis II

Jawa Tengah 51,133 ?

2 Lau Simeme Proyek pengelolaan pembangunan
bendungan serbaguna

Sumatera Utara 11,200 ?

3 Perbaikansistem pengendalian banjir perkotaan di kota
terpilih fase II

Nationwide 100,000 ?

4 Konservasi proyek bali beach tahap II Bali ? ?

5 Rehabilitasi sistem irigasi strategis nasional yang 
mendesak

Nationwide ? ?

6 Bendungan Paselloreng dari proyek irigasi Gilirang Sulawesi Selatan ? ?

7 Pembangunan struktur Karalloe dan Asosiasi Sulawesi Selatan 53,261 27,174

8 Pengendalian banjir padug fase III Padang 79,512 -

9 Proyek perbaikan sungai Cisadane yang mendesak, Fase I Jawa Barat ? ?

10 River Basin Pengelolaan banjir sungai cirtarum Jawa Barat 40,000 4,000

11 Konstruksi bendungan serbaguna Cipanas Jawa Barat 115,640 ?

12 Konstruksi yang mendesak pada pengendalian banjir kota
Jambi Mitigasi

Jambi 7,092 1,064
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No. Project Title Location
Loan 

(US$ 000)

Counterpart 
Funding 

(US$ 000)

13 Konstruksi dan rehabilitasi air bersih untuk kota Ambon
di Propinsi Ambon

Maluku 11,600 1,740

14 Proyek perbaikan sungai Solo fase II Tahap 2 Jawa Timur 100,000 10,000

15 Daerah aliran sungai terpadu Pamukulu proyek
pembangunan tahap I

Sulawesi
Selatan

63,000 ?

16 Pembangunan bendungan Raknamo dan Temef untuk
pembanguna sumber daya air di Propinsi NTT

NTT 86,000 ?

17 Proyek irigasi bendungan Pandanduri NTB ? ?

18 Rasionalisasi dan modernisasi skema irigasi strategis
untuk meningkatkan ketahanan pangan di Jawa
(RAMSIS) 

Jawa Tengah,Jawa
Timur,Jawa Barat

? ?

19 Rehabilitasi skema strategis yang mendesak di barat
Indonesia (URSIS) 

Sumatera
Selatan,Sumatera
Barat,Sumatera
Utara, Lampung, 
Bengkulu Riau, 
Kalimantan Selatan

? ?

20 Rentang Modernisasi proyek irigasi Jawa Barat ? ?

21 Proyek pembangunan ulang stasiun Pompa Pluit timur
Jakarta di Republik Indonesia 

Jakarta ? ?

10. Draft Daftar Kandidat Dari PA untuk Buku
Biru 2010-2014 pada Des. 2009 (2/2)
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11. Evaluasi Kriteria Seleksi untuk
Proyek Kandidat (1/2)

Kedaruratan proyek

Jumlah orang yang akan diuntungkan

Ekonomi kelangsungan hidup

Untuk membangun infrastruktur tulang
punggung yang kuat dan peningkatan
infrastruktur di kota-kota utama; EIRR lebih
tinggi dari 12%

Untuk penyediaan pelayanan infrastruktur dasar
di daerah tertekan dan untuk meningkatkan
kesempatan ekonomi; lebih dipilih EIRR lebih
tinggi dari 12%

Kedewasaan dari proyek (F/S atau D/D telah selesai
t tid k)
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11. Evaluasi Kriteria Seleksi untuk
Proyek Kandidat (2/2)

Masalah sosial akibat pelaksanaan proyek (jumlah
orang yang terkena dampak, EIA sudah selesai atau
tidak, LARAP sudah selesai atau tidak) 

Aspek kontribusi kepada:

Effektif dan efisien pemanfaatan air

Mekanisme pengentasan kemiskinan dan
pertumbuhan merata

Adaptasi perubahan iklim

Kelayakan untuk bekerjasama internasional dari
aspek kesulitan teknis
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12. Contoh Kriteria Penilaian Pada Kategori, 
Berat dan Penilaian untuk Seleksi Proyek
Kandidat

Katagori Berat Point:1 2 3 4 5

1 Tingkat mendesaknya
Proyek

30% Rendah Antara butir
1&3

Sedang Antara
butir 3&5

Tinggi

2 Jumlah orang yang 
akan mendapatkan 
keuntungan

20% < 1,000 1,000 to 
10,000

10,000 to 
50,000

50,000 to 
100,000

> 100,000

3 Ekonomi viabilitas 10% < 5% 5% to 8% 8% to 10% 10% to 12% > 12%

4 Kedewasaan proyek 5% Master plan awal studi Studi
Kelayakan

Desain
Dasar

Detail 
Desain

5 Isu-isu sosial 5% EIA tersebut 
rencananya akan 
dilaksanakan

Antara butir
1&3

EIA tersebut 
rencananya 
akan 
dilaksanakan

Antara
butir 3&5

EIA selesai

6 Aspek pengentasan 
kemiskinan, efektif 
pemanfaatan air dan 
adaptasi perubahan 
iklim

5% Tidak
Termasuk

Antara butir
1&3

Penggantian
Tujuan

Antara
butir 3&5

Tujuan
Utama

7 Ketepatan untuk 
kerjasama 
internasional  

10% teknologi 
konvensional di 
Indonesi

Antara butir
1&3

Dukungan 
Asing Pada 
kehandalan 
aplikasi 
teknologi

Antara
butir 3&5

Aplikasi
dari
teknologi
baru/tinggi
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